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oEwAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
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' PANDANGAN~~UM 

FRAKSI PARTAI KEADIWAN SEJAHTERA 
DPRD PROPIN~I SUMAT~RA··BARAT 

Tethadap 
' 

1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA AIR 

2. RANPERDA TENTANG PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK 

3. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain 
(Korpri,Bakorluh,l<PID) 

Bismill.ahirrarun'an.irrah.im. 

Assalamu'alaikum Warahmautllahi Wabarakatuh .. 
' j 

Yth. Saudara Gubemur Propinsi :Suma~efa Barat . 
I \ ' I ~ 

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD 

Propinsi Sumatera Barat I: . 

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komµnikasi pimpinan daerah Serta 

ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat 

Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor, . 

Pimpinan BU¥N Dan BUMD, Pimpinan Ormas, 

LSM, wartawan den seluruh ha(;/irin yang berbahagia. 

Puji syukur kita panjatkan keh~dirat Allah SWT, Pencipta, 

Pemelihara, Penyempurna seluruh alam; seisinya, Pemurah, Pencurah 

rahmah, Pengasih tak pilih ka~ih dan: Penguasa mutlak pada hari 

' 
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pembalasan. Salam dan Shalawat kita I sampaikan . kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya. 

Bapak Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia, 

Teriring ucapan ter:ma kasih tak lupa kami sampaikan kepada 

Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas 

nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Suf1atera Barat menyampaikan 

Pemandangan Umum terkait dengan : : 
I ! I 
i I 

I 
I i 

1. RANPERDA TENTANG PENG:ELOLAAN SUMBER 
DAYA AIR I 

2. RANPERDA TENTANG F>ERLlNDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK 

3. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain 
(Korpri,Bakorluh,KPID) 

Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin ,yang kami 

muliakan. 

I i I 

1. RANPERDA TENTANG PENG~LOLAAN SUMBER DAYA AIR 

Pemerintahan RI telah , meletakkan pondasi dan basic 
('N1V f-1 r'\./ , 

pe~~/yuridis yang kuat dan jelas terhadap kekayaan d2n 

hasil alam yang menyangl<L.1t hajat 'hidup orang banyal<, salah 

satunya yaitu air, sebagairnna diatur dalam UUD 1945 pasal 33 

ayat 3, hal ini diperkltat dalam undang-undang no 7 tahun 2004 

tentang sumber daya air. 

Maka dari itu kamL FrakS,i PKS memberi apresiasi kepada 

Gubenur yang telah mengusulkan ranperda tentang Pengelolaa~ 

I 
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Sumber Daya Air, hal ini tentu menunjukkan kesungguhan kita 

dalam melakukkan pen~elolaan dan p~nataan ,. dalam 

pemanfaatan sumber daya : air yang sebesar-besarnya untuk 
I 

kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Namun untuk 

melengkapi Rancangan Peraturan Daerah tersebut Fraksi PKS 

memberikan beberapEl pandangan, pertanyaan sebagai berikut . 

1. Dalam rangka untuk menetapkan kawasan (maping) di wilayah 

Provinsi Sumatera Barat baik berkaitan dengan 'kawasan 

tangkapan . air, sumber daya ail dan aliran sumber daya air 

apakah sudah terangkum dalam p·e~aturan Daerah Tata Ruang 
I 

dan VVilayah Provinsi Sumatera lsarat. Hal ini menjadi penting 

dalam rangka untuk pengelblaan, pemberdayaan maupun 

pengendalian sumber dayr air. ' ,, ; : .. ;,,;\ 

2. Ketersediaan sumber daya air sangat dipengaruhi oleh 

efektifitas daerah ; tangkapan air, mengingat merebaknya 

illegal logging selama ini, apa upaya pemerintah dalam rangka 

mengembalikan fungsi dan peranan daerah tangkapan air. ini, 

agar dapat kembali berfungsi normal. Mengingat dampaknya ( 

dari illegal logging ini) hari ini sudah banyak daerah aliran 
• 

sungai (DAS) yang mengalami ~enyusutan bahkan kekeringan 

air. ! 

I 
I 

3. Mengingat Peraturan Drerahl i~i, masih dalam pembahasan, 

bagaimana kebijakkan ; pem1er~ntah daerah dalam rangka 
' 

memberikan izin terhad,p masyarakat da1lam penyediaan, 

peruntukkan, penggunaari dan pengusahaan sumber daya air 

khususnya pada wilayall Daerah aliran sungai (DAS) lintas 

Kabupaten / Kota, dan lainya 
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4. Apa upaya Pemerintah Provin4i terhadap kegiatan/ aktifitas 

masyarakat yang sudah terla~Jur melakukan pelanggaran 
I 

terhadap pemanfaatan k~wasim :yang sudah ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Tata 'Ruang dan Wilayah Sumatera barat. 

Dimana kawasan terseb~t berada pada daerah tangkapan 

sumber daya air, maupun kawasan sumber daya air, sebagai 
I 

contoh pembangunan pemukiman di kawasan hutan 

konservasi lembah anai, pemukiman dan bangunan lain di 

pinggiran danau singkarak. 

5. Apakah dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sudah 

mengatur bagaimana keterlibatan masyarakat dalam ikut serta 

melakukan pengamanan terh1dap kawasan-kawasan yang 

menjadi tangkapan air maupu~ kawasan sumber daya air, 
, I 

karena tanpa melibatk$n masyarakat setempat nanti justru 
I ! j • 

menjadi pemicu kerusakan dlkawasan tangkapan air tersebuf 
I 

6. Dengan maraknya berdiri hotel-hotel dan perumahan maka 
I 
I ' 

pemanfaatan air tanah/bawah I tana menjadi lebih besar , 
I 

bagaimana upaya pemerintah provinsi / ataupun Rancangan 

Peraturan Daerah yang sedang disusun ini, untuk melakukan 

pengaturan agar pemanfaatan dan pengelolaan sumber dc:iya 

air, khususnya air tanah/ bawah tanah tidak merugik3n banyak 

pihak. 

7. Pengelolaan sumber daya air ~hususnya daerah aliran sungai 

merupakan kegiatan yang tid~k berdiri sendiri, ini menuntut 
' I 

kerjasama/kebersamaah mal!Jpiµn koordinasi dengan Provinsi-
: I 

provinsi tetangga, bagaimana Pemerintah provinsi merancang 

dan apa yang suda~ dilakukan dalarin rangka untuk 
I 
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menyediakan pengE3lolaan sumber daya air terpadu/terintegrasi 

dengan kawasan~kawasan provinsi~provinsi tetangga. 

2. RANPERDA TENTANG PERLINDUINGAN PEREMPUAN DAN 
ANAK ; . 

: i 
Berkaitan dengan perliridungan p~r~mpuan dan anak Fraksi PKS 

I ' . ' 

sangat pendudkung dibentuknya I peraturan dearah tentang 

perlindungan perempL1an danl.anak jni, hal ini mJngingat.semakin 

hari terjadi peningkatan kekerasaln ! terhadap perempuan dan 

anak, tidak terkecuali di Sumbar. l'<ita sangat prihatin dengan 

semakin banyaknya terjadi · pelecehan seksual, KORT dan 

perkosaan dan bahkan sampai terjadi pembunuhan. Berkaitan 

dengan ranperda ini ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan : 

I 

1. Sejauh mana perda ini mengatur tentang kewenangan 

Pemerintrahan provinsi terhadap perlindungan perempuan dan 
I 

anak. 

2. Mengenai perlindungan terhada!D anak, disamping pasal pasal 

yang mengatur tentang p$rlindungan kesehatan, perlindungan 

pendidikan, perlindungan sosial, perlindungan keten.aga 

kerjaan kami Fraksl PKS mengusulkan satu BAB lagi yang 

menurut pandangan kami sangat panting , yaitu pasal pasal 

yang mengatur tentang perlindungan AGAMA terhadap anak. 

3. Bagaimana koordinasi dinas tekhnis dalam hal ini Badan 
' 

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Serencana dengan 

dinas tekhnis lainnya berkaitan /ciengan kebijakan Pemerintah 

Daerah tentang pemberdayaan perempuan, karena 
) I 1 
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berdasarkan pengamatan kami, cukJp banyak kegiatan dan 

program dinas lain yang juga melibatkan kaum perempuan. 

4. Sesuai dengan filosofi masyarak~t Sumatera Barat yakni Adat 

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, apakah 

rancangan peraturan daerah taritang perlindungan perempuan 

dan anak ini sudah memperhatikan serta mengakomodir nilai 

nilai agama Islam dan adat )stiadat Minang KabijU, · atau 

setidak tidaknya apakah ranpefda ini pernah dikonsultasikan 
. : ! : 

ke Majelis Ulama lndc:,nesia Suinatera Barat dan LKAAM 

Sumatera Barat. Mohon penjelannya. 

I 

3. RANPERDA TENTANG SOTK Lembaga Lain 
(Korpri,Bakorluh,KPIIJ) 

A. Pembentukkan organisasi tata kerja. sekretariat dewan korpri. 

Melihat tupoksl Sekretarlat Dewan . Pengurus Korpri,, terkesan 

tumpang tindih dengan fungsi di beberapa SKPD, minsalnya 

dengan Dispora, Dinas Sosial, mohon penjelasan 
I 
I 

B. 1. Terbentuknya Bakorluh merupakan amanah dari Undang-
• I 

' I 

undang no 16 tahun 200$ tentang sekretariat penyuluhan pertanian, 
I 

Perikanan dan kehuatanan. Dalam Ranperda ini diusulkan kepala 
I 

sekretariat, eselon II~ dan sebagai:1ya. Fraksi PKS 

mempertanyakan apa alasan dan dasar yuridis pemerintah provinsi 

bahwasanya pembentukkan sekretarian bakorluh dikelompokkan 

dalam SOTK lembaga lain. Sehingga tidak masL1k dalam ketentuan 

Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2007 tentang Organisasi 

perangkatan daerah (OPD). 
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2. Adanya kekhawatiran bah~va deng~n terbentukknya Bakorluh justru 

akan memperlambat kerja clan kinerja penyuluhan dengan alasan 

SKPD yang selarna ini !bisa berkomunikasi maupun intruksi 

langsung dengan tenaga-tenaga penyuluh, maka dengan adanya 

Bakorluh, tidak biset lagi dilakukan karena sdm penyuluh tersebut 

berada dalam lembaga lain, mohon penjelasan. 

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggapi dari Nota . 
' 

Penjelasan Gubernur terhadap 3 (TIGA) Ranperda ini. Besar ·harapan 

kami kiranya penjelasan dari Saudata Gubernur nantinya dapat 
I ' 
I 

membantu proses pembahasan 
I 
selan)u~nya dan berjalan dengan baik 

dan sukses, sesuai harapan sert~ mencapai sasaran. 

Wabillahi taufiq wal hidayah. i 

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

Padang, 10 Dzulgoidah1434 H 
16 September 2013 

hklasin.S.Si 
Juru Bicara 

H.R fdinal.S 
Wakil Ketua 

Mochkl sin S.Si 
·Sekr iaris 

: I 
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FRAI<.SI PART Al; GERINDRA 
DEW AN .PERW AI{ItAN 1RAI(Y AT DAERAH 

PROVINS! $UMATERA BARAT 
.II.Khatib Sulaiman No. 87 Tclp. (0751) 7(\57591-7057592 (Ext: 16()) Fax. (0751) 59328 Padang 25133 
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, 
I . , 

PEMANDANGAN UMUM 
FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD 

PROVIN'SI SUMATERA BARAT 

'TERHADAP 

RANCANGAN PERATURlA.N DAERAH TENTANG 
, 

. 1.PENGELOLAAN SUM$ER DAYA AIR 
2. PERLINDUNGAN ~ERltMPUAN DAN ANAK 

I ' 

3. PEMBENTUKA?jl ORGANISASI DAN TATA 
KERJA LEMBAGA LAIN 

Disampaikan dalam Rapat Paripurna 
DPRD Provinsi Sumatera Barat 

Senin, 4 September 2013 
Juru Bicara: I SMARNI 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Sdr. Gubernur Sumat~ra Sarat. 

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua f:>engadilan Tinggi dan 
, 

Ketua Pengadilan Tinggi ,~garria Provinsi Sumatera 

Barat. 

Sdr. Sekrt;taris Daerah/Asisten/Staf Ahli /Kepala Badan/Dinas /Kantor Pemprov 

Sumatera Barat. 

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumater~ Barat 

I 

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se-Provinsi 
i 

Sumatera Bara{ 

Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, QKP. 

. . 

Serta Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang 

kami muliakan. 
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Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Mengawali Pandc:i.ngan Frnksi ini, kami tak bosannya mengaja.k clan 

mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Ma.ha Esa, yang 

memberikan kesempatan PElda, kita semua. lahir dan bathin untuk berkumpul 
I 

dalam rapat pari,purna mendengar~an Pandangan Akhir Fraksi-fraksi 

terhadap Nota penjelasan Gubernur $umatera Barat mengenai rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi Suma:tera Ba.rat tentang: 1). Ranperda Pengelolaan 
' ' I 

Sumber Daya Air. 2). Ranperda 1PeHindqngan 'Perempuan dan Anak, dan 3). 
I I i 

Ranperda. Pembentukan Orga.nis~si cian Tata Kerja. Lembaga Lain. 

! 
Hadirin, Sidang Dewan YarLg Terhormat, 

I 

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkm1 juga kepa.da Nabi 

Besar Muhammad SA'N, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh 

Ummatnya yang senantiasa mengikuti risi:.tlahnya dengan penuh iman, tabah, 

sabar danistiqamah sampai akhir zaman. 

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada pimpinan yang telah 
I 

memberikc1n kesempatan kepadc:1 kami untuk menyampc1ikan Pandangan 

Umum Fraksi terhapap 3 Ranperda ya11g dimaksud pada rapat paripurna hc1ri 

ini. 

Hadirin, Sidang Dewan Yang Tefhfrmat!. 
I 

I 

Mencermati Nota penjelas~n Gubernur tentang 3(tiga) Ranperda yaitu 

pengelolaan sumber da.ya air, I perlindungan perempuan dan anak dan 

pembentukan organisasi clan tata kerja lembaga. lain yang disampa.ikan 

tanggal 10 September 2013. Kami melihat clan mengamati di lapangan bahwa 

pengelolaan sumber da.ya air sudah patut memiliki pijakan hukum dalam 

bentuk peraturan daera.h. , lni dimaksud agar permasalahan-permasalahan .. ' 

krisis air, pencemaran air dan perawatan terhadap sumber-sumber air di 

Sumatera Barat dapat ditindaklanjuti clengan aturan-aturan yang tertuang 

clalam pernturan daerah. Tentang ranperda perlindungan perempuc.tn dan 

anal<, kami sangat merespon. Karni mellihat dan mengamati juga masih terjadi 

diskriminasi terhadap perempuan . untuk mendapatkan lapangan kerja dan 

lainnya. Kumi j uga me Ii hat mas1h femahnya pengawasan orang tua terhadap 

anaknya, termasuk masalah pendidikan. Dan Ranperda tentang pembentukan 

organisasi dan tata kerja lembaf,;3. Jainnya, kami mcnghc1rapkc1n pemerintah 

Provinsi agar dapat mcnempatlrnn orang·orang yang profesional dan sesuai 
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dcngan Lugas serta keahliannya. Namun pada kesempatan sidang paripurna 

ini kami ingin meminta penjelasan, memperta.nyakan clan memberi saran 

terhadap 3 (tiga) Rappenda tersebut se~agai berikut: 

1. RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 
' ! . 

Air merupaka.n sumber utamJ kehidupan makluk di muka bumi dan c:1ir 

juga rnerupakan sumber penir;igkatkan perel<onomian. Sebs.gaimana kita 

ketahui bersama swnber air itu \ berasal dari air hujan yang turun ke bumi. 

.Jika musim kemarau datang, air hujan sanga.t memanfaat untuk kebutuhan 

manusian, lahan~lahan pertanian dan peternakan. Sumber air lainnya berasal 

dari Gunung. Dari gunung ia rnengalir ke sungai dan danau. Sebelum 

Ranperda ini ditetapkan menjadi perda 1 kami dari F'raksi Partai Gerindra 

mempertanyakan ·dan penjelasan: 

A; Rancangan Peraturan D'aerah tentang Pengelolac:ln sumber daya air 
' ' 

kami nilai su,da.h mernenuhi har~pan masya.ra.kat. ,Jika pun ada yang 
· I . I 

akan direvisi mungkin m~nya.ngkut redaksional yang harus diperjelas. 

Namun bahwa pengelc,laan :sumber '.daya air memang merupakan tugas 
' I ! i 

pokok Dinas Pcngelolaan: Sumbet Daya Air (PSDA). Meski demikian, 

dalam program dan kegia(annya tetap melibatkan Dinas Kehutanan, 
I 

dinas Pertanian, dinas I petcrnakan/kelautan, Bapeldalda, dinas 

Pekerjaan Umum, dinas Pertambangan dan Energi serta <linas terkait 

lainnya. Karena, masing-masing program kerja dinas-clinas di alas, 

saling terl<O.it satu sama lainnya. Kar.1i mengamati kurangnya koorclinasi 

kcgic.1tcll1 pcmbangurnrn yang dibkukan salc:1h satu dinas. Pada h,·ll 

dim.is yang bersangkutun bu tuh koordinasi dengan d inas lc1.innyc1. 

Sehipgga akibatnya t,erjadi tumpangtindih d'.'\lam pelaksanaan 

pembangunan tersebut. Tentang: haI ini kami ingin penjelasan dari 

pemerintah Prrovinsi St.1matera Ba~at. 

B. Bahwa terjadi kedangka.la'.n sungai bukan saja disebabkan musim 
' , I 

kcmarau, akan tetapi yangl le~ih pf\rah terjadi kerusakan hutan akiba.t 
! I · i 

penebangan hutan se:ca.ri lia.r. Sehingga dampa.k penebangan itu 

membuat sera.pan air ya~g bersumber dari gunung akan berkurang. 

Dampak buruknya bila ht.ltan ditebang terus, jika hujan deras dapat 

mengkibat longsor karcna disebabl<an ta.na.h perbukitan/gunung sudah 

kering dan retak-retak. Pengawasan dan pengamana.n terhadap hutan 

belum berjalan dengan sesungguhnya. Buktinya, masih ditemui hasil 



langkapan kayu dari hutan Surnatera Barat ol~h pihak yang berwenang. 

Dalam ha! ini, kami rninta penjelasan karena Polisi Kehutanan yang 
I 

bertanggungjawa.b rriengarnankan huta.n masih membiarka.n terjadi 

penebangan hutan secara. liar. 

C. 8ahwa keberadaan pabr)-pabrik dilingkungan masyara.kat juga telah 

merusak lingkungan da.n mengha.ncurkan perekonomian masyarakat. 

Kami masih menemukan pembuangan limbah pabrik ke sungai. Ini 

terjadi di daerah Pesisir Selatan oleh PT Incasi Raya. Masyarakat 

disekitar PT Incasi Raya kehilangan mata pencaharian untuk mencari 

lokan karena sunga.i mereka sudah tercema.r limbah pabrik. Dampaknya 

lainnya dari pembuangan limbah itu dapat merusak lingkungan dan 

kesehatan masya.rakat. Ini adala.!1 satu contoh dari ratusan sungai yang 

ada di provil~si ini. Kami mempeltanyakan keh .. 1han masyarakat, sejauh 

rnana koordinasi kerja PSPA · Sum bar dengan Bapelda Sum bar 

mengatasi masalah tersebut. i 

D. Bahwa. pcmbinaan dan perawatan oleh PT. PLN di Danau Maninjau dan 
' 

Danau Singkarak belµm rri,aksimal. Pada ha! air danau yang digunakan 

PT. PLN untuk rnenggerakan pernbar.gkitan listrik di cluu danau itu 

rnemberikan konstribusi besar terhudap PT. PLN. !<arena dari PLTA itu, 

PT.PLN juga rnenjual listrik ke Provinsi tetangga. Kami mcnyara11km1 

kepada pemerintah Provirn,i dan pernerintah kabuputen agar mendesak 

PT. PLN untuk melakukan perawatan danau dan diminta rneningkatkan 

kontribusinya untu.k peningkatan PAD. 
I 

E. Bahwa alih fungsi lahan 1.mtuk pembangunan pemukiman rumah 
• i 

merupakan qiasa.lah. Kami Frak1i Partai Gerindra men.ilai pemerintah 

daerah, ka.bupaten dHn kota belum bersika.p tegas mengama.nkan SKB 
' I 

(Surat Keputusan Bersama.) ~iga ~ementerian. Sehingga pembangunan 

irigasi untuk mengaliri a.iir isawah terkenda.la terus menerus. Dinas 
I 

pertanian dan PSDA dimipta bekerjasama untuk mewujudkan irnpian 

para petani yang belurn ctabat jatah irigasi. 

P. Bahwa Dinas PSDA Surnbar terkesan rnelakukan pcmbiaran terhaclap 

pembangunan lahan parker di atas sungai banjir kanal oleh plaza 

Basko. Pemerintah provinsi sepatutnya berLinclak tegas terhadap 

pembanguna.n lahan parkir kenda.raan yang dapat merusak sungai 

terse but. 



0. Kami Fraksi Partai Gerinrra mengharapkan, bahwa pertanyaan dan 

penjelasan yang kami sampaikan ini dapat menambah redaksional 

dala.m melengkapi draf peraturan daerah tentang pengelolaan sumber 

daya air tersebut. 

2. RANPERDA TltNTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

Setelah kami membaca Rancangan Peraturnn Daerah, Provinsi Sumatera 

Barat tentang Perlindunga.n Perempuarl dan Anak, yang bcrisikan sebanyak 13 

BAB, kami menilai bahwa ranperda ini tidaklah melangkahi undang-undang 
' I • 

perlindungan perempuan clan · at'lak sebagaimana yang te1a;1 ditetapkan, 
I , 

bahkan undang-undang itu telf:\h ditcrapkan scbagai landasan penyaclc1ran 

hukum terhadap masyarakat agar tidak bertindak kasar da.n kekerasan 
I 

terhadap perempuan dan anak. · 

Ra.nperda tentang perlindungan perempuan dan anak ini 

. pember;lakuannya dibatasi untuk masyarakat di Sumatera Barat. Untuk itu 

pada kesempatan ini kami ingin menanyakan, dan meminta penjelasan 

sebagai berikut: 

A. Kami melihat ga.ga.san u.ntuk n:ieranc..ang peraturan daerah tcntang 

perlindungan perempuan dan an1k tentu disebabkan telah dan pernah 

terjadi tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik 

kekerasan sek~ual, kekerasan · secara fisik maupun pelecehan 

terhadap perempuan. Namun dalam Nota penjelasar, Gubernur 

Sumatera Barat tentang fianperda perlindungan perempuan clan anak 

tidak ditemukan data, suduh berapa banyak kasus tindakan kekerasan 

terhadap perempuan dan arn.\k di Sumatera Barat. Atau berapa kasus 

y~ng terjadi di Sumatera Ba.rat tentang tindakan kekerasan terhadap 

pembantu rumah t:angan. Apakah masyarakat Sumatera Barat malu 

melaporkan kasus kekerasan, utamanya tindakan seksual yang dialami 

anak. Mohon penjelasan. 
I 

B. Kami menanyakan, jika seandainya terjadi tindakan kekerasan terhadap 
I 

tenaga kerjai perempuan asal ~\.una.tera Barat di luar negeri, atau 

,ter~andung dengan kasu~ h:ukum, apaka.h mereka berhak mendapat 
, I 

bantuan hukum dari pemerintah provinsl. Sebab dalam 



ranperda ini Paragraf 5 pasal 51 tidak disebutkan bantuan hukum 

bagi tenaga kerja wanita asa1 Sumrar. Ini perlu penje1asan. 

C. Peranan pemuka masyarakat dan pelaku dunia usaha diharapkan 

sekali untuk mencegah tidak terjadi pernikahan perempuan di bawah 
• I 

umur dan tidak mempekcrjakan pcrempuan--pcrcmpuan di bawah 

umur, trrmasuk jugu ticl~k mempekerjakan merelrn sebc1gai 

pembantu rumah tangga. Khusus pekerja perempuan di bawah umur 
' I 

sangat memungkinkan sekali terjadi perbttatan pelecehan seksual 

terhadap mer,eka. I 

I 

D. Undang.:.undang perlin?unga.n perempuan dan anak, termasuk juga 

ranperda ini jika ditetJpkan harus disosialisasikan secara luas oleh 

badan atau dinas terkait ata'l.1 lembaga swadaya masyarakat, 

utamanya kepada masyaraka.t pedesaan. Menurut hemat, masih 

banyak masyarakat tidak mengetahui, jika merelrn punya hak 

mendapat bantuan dan perlindungan hukum terhadap masalah 

perempuan clan anak. 

E. Kami menyarankan. bahwa pemerintah P:ovinsi Sumatera Bc.iral, 

utama sekali badan pcmberdayaan pcrernpuan lebih meningkatkan 

dan menjalin komunikasi dehgan lembag.J peradilan di daerah ini, 

terkait dengan masalah-m.asalah perempuan dan anak 

I 

3. TENTANG RANPERDA PEMSENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

LEMBAGA LAIN. i 

A. Tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Dewan 

Pengurus Korpri provinsi, di mana dalam rancangan Peraturan 

Daerah yang diajukan, susunan organisasi Sekretariat Dewan 

Pengurus Korpri Provinsi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, 

terdiri atas 1,'3 (tiga) Bagian, ma.sing-masingnya. membawahi 2 (dua) 
I 

Sub Bagian, denga.n ~selonering: a. Kepala Sekretariat, eselon II b. b. 

Kepala ba
1

gian, es<!lon Ill b d~n c. Kepala Sub. Bagian, eselon Tv a . 

,Jika organisasi m,;:)njadi kebutuhan sangat penting dalam organisasi 

Korpri provinsi, maka saran' kami, pemerintah provinsi harus 

menempatkan orang-·oriing yang bisa mengurus organisasi 

Sekretaria.t Dewan Perrnurus Korpri ini yang profesional, memiliki 
I 

integritas dan mcnguasai bidang luge1Snya. Keberadaan Sekretariat 

Dewan Pengurus Korpri inl dapat menampung clan menyalurkan 



aspirasi-aspirasi anggotanyJ tersumbat. Misalnya, pengangkatan 

PNS untuk menduduki jabatan, eselon yang dinilai berbau KKN atau 
, I , 

dikarbitkan untuk merijacli pej~bat. 
I I 1 

B. Tentang Pembentukan: O~ganisasi dan Ta.ta Kerja Sekretariat Komisi 

Penyiara~ Indonesia ~aerah 1 dalam Rancangan Peraturan daerah 

yang diajukan susunan organisasinya yang dipimpin oleh seorang 

Sekretaris, terdiri atas 4 (empat) S1...1b bagian clengan ese1onering: a 

I<cpala Sclretariat, csclon !II a dan b Kcpala Sub Bagian, eselon !VD. 

Tentang Sekretariat Organisasi Ko·nisi Penyiaran Indonesia Dnerah 

ini, saran kami sama dengan. dengan pembentukan Organisasi 

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi. Namun yang kami 

tekan di sini, saat ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ini sedang 

melakukin proses pemi!iha1 anggota Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah. Hara.pan kami dari proses pemilihan itu yang clilakukan tim 

pelaksanaan dapat mel1Jluskah orang-orang yang memahami dan 
: I I 

rnengerti dengan ,duni~ kQmuhikasi dan informasi, termasuk juga 
I perangka.t-perangkatn~a .. 

C. Kami rasa, saran kam\ sama dengan point 1 dan 2 di atas, tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kcrja Sadan Koorclinc1si 

Penyuluh~rn Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatcrn 

Barat. Na.mun orang-orang penyuluhan yang ditempatkan olch 

Sekretariat Badar. Koordinasi Pcnyuluhan itu, betul-betul orang­

orang yang memiliki bidang ilmu terkait. 

Demikianlah penyampaian Pama,ndangan umum F'raksi Partai Gerindra 

kami sampaikan, 
1

sertc1 puji S)'.'ukur kehadiran Alaah yang Maha Kuasa, 

semoga kita semua diberi hida~a~ dalam melaksanakan amanah i11i dengan 
! ' 

sebaik-baiknya, untuk senantiasa. iterbuka hati dan fikiran kita berbuat: yang 
I 

terbaik untuk daerah ini. Terima' kasih segala perhatian dan mohon maaf atas 
I 

scw~l.a kekurangan dan kcsalahtn l<ami dalam Pamandcingaan umum frnksi 

1111. 



Wabillahitaufik wal hidayah.
1 

Wassalamualaikum Wr. Wb 
Salam Indonesia Raya !!! 

FRA.KSI PARTAI GERINDRA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 

Ketua 
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.$,$ ~ ·.-P;-1,)' 
- Pemandan an Umum ; 

Fraksi PPP DPRD Provinsi Sumatera l)arat 
TerhadaI? 3 (Tiga) Ran12erda Tentang: 

(1) Pengelolaan Sumber Daya Air 
(2) Pel'lindungan Perempuan Dan Anak 
(3) Pernbentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain 

Disampaikan pada Raput Paripurna DPRD 
Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 September .... 

' i I 

I 

Puji syukur marilah sruna~sama kha atur~an kehadirat Allah 

SWT, karena berkat ridha dan ! karun:ia-Nya lkita : diberi nikmat 
I I 

kesehatan dan kekuatan untuk dap~t menkhadiri ~pat Paripuma hari 

ini, dengan agenda Penyampaian Patidangan UTmum Fraksi-fraksi 

Terhadap 3(Tiga) Ranperda tersebut diatas. 

Selanjutnya salawat beriring do'a keselam~tan tidak iupa pula 

. I 
kita kirimkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang 

telah n1engangkat derajat manusia me11jadi insan kamil dimuka bumi 

ini, dan kehadiran beliau sebagai pembaw.1 rahmat untuk sekalian 
. ! ' 

alam. 



Yth.Sdr. Gubernur Sumatera Barat 

Sdr. Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Pnovinsi 

S umatera Barat 
I 

Sdr. Anggota Forum Koordinas~ :f>impinain Daerah Provinsi 
i 

Sumater~ Barat, J(etua · PengadUan Tin~gi Sumatera Batat 

dan Ketua Pengadilan Tin~gi Agama Swriater~ Barat 

I 

Sdr. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat 

Sdr. Sekretaris Daerah., Staf Ahli, Para Asi~ten, Kepala Dinas, 

Badan, Kantor, Biro, Lembaga Provitjsi Sumatera Barat, 
' 

W artawan dan Haclirin yang berbahagia 

Terlebih dahulu kami dari Fraksi P~P mengucapkan terimakasih 
I ! 

kepada pimpinan sidang y:mg t~lah n~e1*berikan kesempatan kepada 

Fraksi PPP untulc menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi 
1, 

Terhadap 3(Tiga) Ranperda diatas. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

Sebelum nya izinkan kami mengucapk'1} selamat kepada 

Gubemur Sumatera Barat beserta · Jajarannya ata~ Penghargaan yang 
! 

' 

diberikan oleh Wappres RI beberapa fiari yatig lalu atas prestasi 
. I ~ ! 

pengelolaan keuangan dengan Prediket
1 
Wajar tanpa Pengecualian 

I , 

I 

Dari BPK RI. ' 

2 
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Kemudian Kami mengajak kita Semua un~k mendo'akan Para 
I 

Jama'ah Haji Embarkasi Padang Khususnya, Ifdonesia umumny~' 
. I $ 

semcga selamat, sehat dan dapat melaksanakan lseluruh profesi haji 

dan pulang dengan predikat Haji dan Hajj~ yang Mabrur & 

Mabrurah. Do' a 4an harapan juga *ta sampaik.an untuk Para 

Kontingen Porwanas XI asal Surp.ate~ ~arat di ~alimantasn Selatan, 
' ' I 

I 

Kontingen Popnas Sumbar yang sedang berjuang di DKI Jakarta. · 

I 
Mengenai Rancangan Peraturan Daerah · Provinsi Sumatera 

I 

Barat, tentarig Pengelolaan Sumber Daya Air, Perlindungan 

/).'fl~l 
Perempuan dan se11a Pembentukan Organisasi dan tata Kerja 

Lembaga Lain, terlebih dahulu kami sampaikan apresiasi dan 

penghargaan yang dalam atas upaya keras Sa4dara Gubemur dan 

seluruh jajaran yang telah ikut an!n me$judkan Ranperda 
i I 

' i i . 

dimaksud, adanya naskah. akad}emik ! aRan sangat membantu kami 
•• 1 I I 

' j ' I I 

dalam membahas dan mendalami setiap · perso~an dengan cennat. 

Kami sangat yakin bahwa pejjalanan yang; mel~lahkan dalam 
I 

mempersiapkan ranperda ini adalah dalam rangka kon1it1nen 

peningkatan pelayanan terhadap masyar~kat Sumatera Barat, semoga 

semua upaya dan daya yang sudah dicurahkan qapat dinilai sebagai 

ibadah dan mendapat balasan yang setimral dari Allah Swt. Amiin 

3 



Saudara, Pimpinan DPRD, Gubernur dan hadirin yang berbahagia 

Kami menilai pengajuan beperapa ranperda oleh Gubenmr ini 
! 

adalah sesuatu yang sangat tepat, mencermati persoalan-persoalan 

mendesak di masyarakat yang harus di tindaklanjuti. Bahwa pada 

saatnya perda-perda ini disahkan nanti, diharajpkan c!apat menjadi 

semakin tertibnya kehidupan rakyat dan se~akin dekatnya kita 

dengan pencapaian pelayanan prinia terhadap kesejahteraan 
: ' 

i 
kehidupan masyarakat Sun1atera 

1

Barat
1
k!f ususny,. 

I I I i 

Apresiasi yang mendalalri jug~ ,Jet· p,rli kita berikan pada 
• • I i 

Gubemur Sumatera Barat karen~ menyertak:J Na~kah akademik 

' ! ' ' .: . 

yang menjadi kerangka dasar dalam inerumuskanketiga rar1perda . . 

~'7c,ct"'1 

tersebut, salahsatu bahan pertimbangan sebagai bukti bahwa sebelum 

diajukan ranperda ini t<,lah 1nelalui proses yang panjang dau 

pertimbangan yang mendalam. Hal ini akan sanga.t membantu DPRD 
I 
I 

Propinsi Sumatera Barat dalam membedah dan memahami ranperda 

dimaksud. 
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1. Ranperda Pengelolaan Somber Da)ja Air 
I 

i 

Sebagaimana kita k(::tahui bahwa jsumatera Barat tercinta ini 
! i i 
! • ' 
I ' 
' I j 

diberi berkah dan anugrah yang luar! btasa ole~ Allah SWT yaitu, 

Sumber Daya Air yang melimpah tuah yang ma$ hal{ekatnya adalah 
I : : 

sebagai sumber kehidupan. 

Sumber daya air yang kita miliki, bera'.sal dari laut yang 

terbentang dari Air bangis di Pasaman sampai ke Tapan di Pesisir 

Selatan. Begitu juga kita memiliki danau, sungai, telaga dan lain­

lainnya 

Air adalah salah satu kebutuham pokok kehiaupan yang ada di 
' ' 

permukaan bumi. Dan S<,bagai makhluk yang mendapat amanah 

untuk mengelola kehidupan (dunil) kita '.berkew4jib~ mengelolanya 
I 

dengan baik, pengelolaan ini mencnkup pemanf~tan dan pelestarian, 
I 

dalam hal ini hadimya Ranperda Suniber Daya Ai~ ini perlu mendapat 

apresiasi kita semua. Nanmn yang akan diatur ini adalah tentang 

sesuatu yang secara terus menerus sudah dimanfaatkan, baik secara 

budaya (adat) dan ajaran ngama (i;yari'lt) yang menjadi salah satu 
I I j I 

su1nber pembentukan peraturan di neg~ri Jni. 
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Sehubungan dengan banyak nya keluhan1 masyarakat petani 

yang kekurangan air, kami ingin menanyakan aij,akah system irigasi 

primer, sekund.er dan tertier banyak y,ng tid~ berfungsi, mohon 
i 

penjelasan eksekutif. 
i ' 

Begitu juga pemadaman , listrik yang diiakukan oleh PLN 

dewasa ini juga diakibatkan debh air di Danau Sirigkarak, Danau 
I 

maninjau dan batang agarn. Dalan1 konteks tersebut kami juga ingin 

menanyakan apakah ada koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air 

Permukaan di danau-danau tersebut oleh P~N · dengan Dinas 
! . 

Penge!olaan Sumber Dayii Air, brena menutuf hemat kami PLN 

tidak begitti memperhatiki:\n aspek m~ejerial j Sumber Daya Air 

dilok.asi-lokasi tersebut. Menuru~ hemat ltami ada sesuatu yang ironis 

yaitu ketika musim hujan danau-dauau yang kami sebutkan tadi j ustru 

airnya merusak lingkungan di t~pian .. tepiannya, sehingga ban.yak 

petani dan nelayan disekitarnya 1nerasa dirugikan. Mohon tanggapan 

dan penjelasan eksekutifmengenai masalah ini. 

Kami menduk.ung adanya organisasi-o~ganisasi pengelola 

Sumber Daya Air yang dibina oleh PSDA seperti~ P3A dan Lain-lain. 

Kemudian kami juga berterimaksih Jrena seinlakin banyak nya 
I 

, I : 

dibuat embung-embung dan p~nan1~W1g-per~a.tJtpung air dilereng-
1 ' ' 
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lereng bukit untuk cadangan pengairan dimusim kemarau, namun dari 

sisi pemanfaatan nya masih belum maksimal, sehubungan dengan itu 

mohon penjelasan tentang detail plaO, terha$p embung-embung 

yang sudah ada tersebut, mohon penjelasan ekse~tif. 
• I 

Selanjutnya kami jug;a ingin info4asi tt:ntang seJauh mana kita 

telah memperhatikan Undang-idan~ ilin~ dan ko~~rv".5_i 

dalam pemanfaatan Sumbar Daya AiJ s¢hingga ~emanfaatan nya Jtu 

bisa dilakukan secara efektif dan elflsien, mohon penje1asan eksekutif. 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Iladirin Yang kanii Hormati, 

Perkenan kan pula kami mc,mberikan Pandangan Umum terhadap 

2. Ranperda Perlindungan Peren1puan Dan.Anak 

Sebagai salah satu m~gara yang ik~t menatj.datangani Konvensi 
' ! 
j I 

Intemasional mengenai pengh,pusan ,egala ~entuk diskiri~inasi 
: I i 

terhadap wanita ( convention on the ~liminati~n of all forms ' of 

discrimanation against women) d9 Juli. 1980 yang ~elah di sahkan 

menjadi UU Nomor 7 Tahun 1984 dan konvensi tntemasional tentang 

perlindungan anak (Convention on the Rights of the Child) 20 

November 1989 yang telah disahkan manjadi UV No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. 
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' I , I , 

Supaya Undang-undang yang tel~;di beriatukan ini lebih dapat 
I ' 

diterapkan dan diselaraskan dengF adat dan bu~aya Sumatera Barat 

memang sangat kita butuhkan kehadiran :perda tentang perlindungan 

perempuan dan anak. 

Saudara Pimpinao DPRD dao hadirin yang berbahagia 

Untuk upaya menghadirkan ranperda Perlindungan terhadap 

perempuan dan anak ini izinkan kami mpmberi ~presiasi yang dalam 
I 

kepada Gubemur dan seluruh jajarannya.l Namun,sebagai suatu aturan 
I I : 

yang akan mengikat seluruh mJsyaraicai Suma*3 Barat maka kimi 

mintak penjelasan tentang 

Dalam masalah Hukum keluarga yang dipb.hami oleh sebagian 

masyarakat kita bahwa prinsip yang dipakai adala!h parade "kewajiban 

azazi" (1nemakai istilah Prof. Dr. Amir Syarifuddin) oleh din1asing­

masing pihak, sehiilgga dalam kontek kerelaan sebuah kewajiban di 

maknai kebahagiaan, namun dalan1 ran~erda ini ikami melihat bahwa · 

haklah yang dominan jadi perti111bangan, sehingga dikhawatirkan 
I 

-~ ini memperbesar peluang 'gugatan cerai di peradilan agama. 

I 
Bahwa pandangan yang berkemhang dalam rasa keadilan 

1nasyarakat sumatera barat bahwa setiap orang tua berkewajiban 

terhadap "mendidik anak" karenanya dalam 11).erealisasi tanggw1g 
' 
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jawab absolut ini orang tua biasanya . m<.;nerapkan sesuai d~ngan 

kemampuannya. Dalam pembuatan ranperda ini sudahkah diukur 

I ' 

ke1nampuan para orangtua di • Sumatera · Barat, 
' ' . 

sehingga 
I 

pemberlakuannya dapat efektif ~l~ rangka p,rbai~n pendidikan 
i 

terhadap anak-anak kita mendatang. ·seJa¥11 ma!na akibat sosialnya 

dalam masyarakat ,ketika secara kopetensi Para\ orang tua belum 
I ' . ' ' 
I 

mampu mengantisipasinya? 

Diimping itu kami juga ingin menanyakan tentang perlindungan 

terhadap perempuan yang bekerja samJ1>ai larut malam, diberbagai 

restoran, kafe, · dan music room kar~ma disinynlir perempuan-
i ! 

I 

perempuan tersebut terperangkap dalatn tlndakan eksploi.tasi, mohon 

penjelasan eksekutif. 

Begitu juga kami mendapat informasi baµwa banyak terjadi 

human trafficking (penjualan perempuan) d~ngan dalih akan 

dipekerjakan terutama di Negara-negara tetangg~ seberapa besarkah 

tanggung jawab para perusahaan PJTKI dal~ menjamin dan 

melindungi TKW kita yang bekerja dilu~ negeri, mohon penjelasan. 
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. I 

Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang •mi Hormati, 

Selanjutnya perkenankan pula kami menyartj.paikan Pandangap. 

Umum terhadap 

3. Ranperda Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Lain. 

Aturan yang jelas tentang prganisasi Tatakerja lembaga lain 

yang sangat menunjang kinerja pemerintahan ~ dalam bentuk 

organisasi, lembaga, badan dan lain-lain, berkaitan dengan kopetensi 

pengelola, ketepatan penggunaan anggaran, ~ karena itu 
I 

keberadaan ranperda ini memeang dirasa sangat perlu, namun yang 

menjadi pertanyaan bagi kami adalah. I 
I. . 
' I 

Bukankah Pembentukan O,rgani,as~ dan tata Kerja Sekretariat 
I ' . 

I 

Organisasi ini akan menambah beban biaya Iaelanja daerah dan 

Sejauh mana pengaruhnya terhadap kinerja Petnerintahan Profinsi 
' . ' 

dalam rangka mencapai target RPJM Propinsi. Hal ini kami 

kemukakan karena dalam system pemerintahan modern Pemerintahan 

itu adalah dalam bentuk birokrasi yang ramping dan kaya fungsi, 

sedangkan pembentukan ketiga Sek.retariat ini mencerminkan seolah­

olah birokrasi kita itu gernuk dan tam~un. Apalagi yang menjadi 
' I 

kepala Organisasinya itu adalah 1>ejabat ~~tingka~ Eselon Ila, dengan 
' I I I 

' ' 
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demikian fasilitas, asset, sarana-prasarana, tentu harus disediakan 

melalui dana APBD. Mohon penjelasan eksekutif. 

Khusus Pembentukan Organisasi dan tata kerja Sekretariat 

Dewan Pengurus KORPJU Provinsi apakah ttjemang perlu diatur 

secara khusus karena bukankah KORPi sama .aja dengan prmas­

ormas lain seperti Dharmawanita:. KN]l>I, dan lain-lain. Walaupun 
I 

I I I 

demikian khusus untuk pembentuk~ :. SOTK .16'( dan Badan 
I : /lf \ , 

Koordinasi Penyuluhan Pertani~, Prikanan, d~ K~hutanan perlu 
I 

mendapat dukungan sen1ua pihak. Khusus untuk KPI kami 

menyarankan agar benar-benar beke.rja sesuai tupoksinya. Dalam 

kaitan ini kami 1nengharapkan agar KPI be:har .. benar berp.ingsi 

menyeleksi dan menyari:ng infonnasi-iniormasi yang dilakukan 

berbagai kalangan yang C·enderung metjusak nilai-nilai budaya dan 

adat kita. Sedangkan untuk penyulun pertanian, perikanan dan 
: I : 

: I 

kehutanan yang selama ini seolah-olah tidak µiendapat perhatian 
' I : 

hendaknya diberi kesempatan untuk meningkatkap jenJang karier nya, 
I I 

dan bagi mereka yang masih beluni diangkat seb~ai PNS agar segera 
I 

diPNS kan. K~i juga ingin menanyakan sejauh ~pa pembinaan yang 

dilak:ukan oleh SKPD-SK.PD terkait terhadap penyuluh-penyuluh 

yang berada dibawah ir .. stitusinya, n1ohon penjelasan eksekutif 

11 



i 
, I , 

Kemudian kami juga ingi,1 meµdf patkan fnfonnasi mengenai 
, I , ' 
l I \ 

: I I 

pola pembinaan yang dilakukan I oleh para pe*yul~ ini terhadap 

kelompok-kelompok tani yang· ada di nagari-nagari. Mo hon 

penjelasan eksekutif 

' 
Sdr. Gubernur, Pimpinan dan Hadirin Yang kami Hormati, 

I 

' 

Demikian lah Pandangan Umum raksi PPP terhadap 3 (tiga) 

Ranperda yang telah kami sam.paikan. i 
, I 

\ I : 
Kami terlebih dahulu mengucapkan; terima kasih kepada saudara 

I 

Gubernur yang nantinya berkeran menanggapi dan menjawab 
i 

'' 

pertanyaan-pertariyaan Fraksi PPP yang 1telah ~ami ajukan dalam 

Rapat Paripuma Dewan pada hari in.i. 

Terimakasih atas perhatian hadirin semuanya. Mohon maaf bila 

terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian 

Pandangan Umum Fraksi P;PP ini. 

Billahit tauflk wal J,idayala· 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Yth.Sdr. Gubernur Provinsi Sumatera Barnt. 

Yth.Sdr. Pimpinan dan Aliggota DPR:D Propinsi Sumatera Barat. 

Yth.Sdr. Forum Kordinasi Pernerintah Daerah, Ketuc1 Pengadilan Tinggi 
dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat. 

I 

Yth. Sdr. Kepala BPK - RI Per\\1akilan Sumatera Barat 
' 

Yth.Sdr. Sekretaris Daerah/ St~f Ahli/Asisten/ Kepala Dinas/ Sadan/ 

Kepala Kantor Wilay~h/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi Sumatera Be1rat. 

Yth.Sdr. Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir. 

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan 
yang berbahagia. 

Yth.Bpk/lbu/Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati. 

I 

Sdr.Pimpinan dan Angg•lta OPRD,Gubernur serta hadirin dan hadirat 

yang kami muliakan. 

Deng an mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, yang 

senatiasa telah. melimpahkan Rahrnat dan KaruniaNya kepada kita semua 

yang telah dapat hadir pada rapat Paripurna DPRD Provinsi 

SumateraBarat, dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi 

terhadap 3 (tiga) Ranperda sebagaimana tersebut di atas. 

Shalawat beriring Sal~m kita sampaikan untuk Junjungan kita Nabi 

Besar Muhammad SAW yang telah rt,ewariskan untuk kita ·pedomani yaitu 

Al Qur'an dan 
1

hadis Rasullullah 
I 
dengan ucapan Allahumasyaliaala 

ML1ha'mmad waala ali Muhamn,ad. 
. i 

Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada Pimlpinan Sidang Paripurna DPRD , yang telah 

memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan 

Pemandangan Umum dari kami Fraksi Partai Dernokrat, yang Nota 

Penjelasannya sudah disampaikan oleh Sdr. Gubernur pada tanggal 1 o 
September 2013 yang lalu. 
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Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD,Gubernur serta hadirin dan hadirat 

yang kami mulia1kan. . i 
, I 

Perupahan UUD .1945 mamb,wa perubahan mendasar dalam kehidupan 
. i I : 

ketatanegaraan Indonesia. Sella~ satJnya adalah bergesernya kekuasaan 
I 

membent.uk Undang-undang' dari Presiden ke DPR. Selanjutnya 

berdasarkan Pasal 18 ayat ~6) UUD 1945, Pemerintah Daerah berhak 

menetapkan Peraturan C>aerah dan peraturan lain untuk melaksanakan 

·otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sedangkan mekanisme 

penyusunan, perancangan, pembahasan, pengundangan dan 

penyebarluasan Peraturan Daer~h lebih lanjut diatur dalam Undang­

undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang­

undangan. 

Sdr.Pimpinan d~n Anggota OPRD}Gubernur serta hadirin dan hadirat 

yang kami muliakan. 

Pada kesempatan ini, bert,aitan dengan nota penjelasan 3 (Tiga) Ranperda 
i 

yang sudah disampaikan, ~raksi Partai Demokrat akan memberikan 

sumbang s~ran pemiklran yang yang bertujuan untuk mempertegas dan 

memperjelas dasar-dasar pemikiran dan serta maksud dan tujuan ke tiga 

ranperda tersebut. Tanggapan tersebut kami bagi dalam 2 (dua) bagian, 

yaitu tanggapan umum dan khusus 

A .. Tanggapan Umum 

. . ~ 

1. Dalam bagian akhir ranperda harus dimuat, jangka waktu yang 
I 

diperlukah oleh Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan 

Peraturan Gubernur ;yang diamanahkan oleh setiap ranperda. 

Karena kebanyakan Percla tidak bisa dilaksanakan jika belum ada 

peraturan gubernur Y?ng mengaturnya. 

2. Konsekuensi dari sJatu peraturan daerah adalah anggaran, 

karena itu, harus ada ketegasan tentang ketersediaan anggaran 

untuk melaksar:akan peraturati daerah tersebut dan juga SKPD 

yang bertanggung jawab dellam pelaksanaannya. 
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8. Tanggapan Khusus 

1. Terhadap Ranperda tent~ng Pengelolaan Sumber daya Air 

Sebelum kami meny~mpaikan tanggapan terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air, mari kita jadikan 

renungan petuah orang tua-tua kita terdahulu dimana "Kalau 

Karuah Aia Di Muaro Mungkin Hulunyo Nan Lah Rusak atau Ado 

Gajah Nan Manyubarang" sehingga Partai Demokrat 

berpandangan bal1wa permasalahan Sumber Daya Air merupakan 

kajian yang holistik 
1

mulai dari kondisi hulu,. tehnik penggunaan 

dan pema1nfaatan air dan 
1

se~a kualitas dari air tersebut. Maka dari 

itu Fraksi Partai Demokrat berRandangan sebagai berikut : 
I i 
' I 

' 

a. Fraksi Partai Demo
1

krat berpandangan bahwa Pengelolaan 

Sumber Daya Air h~rus adanya kesinergian instansi terkait 

sekurang-kurangnya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas 

Kehutanan, Dinas Pertanian dan dan Sadan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup sehingga kuantitas dan kualitas air dapat 

terjaga dan terpelil,1ara. 

' I 

b. Fraksi Partai Demokrat m9hon penjelasan bagaimana upaya 

pemerintah daerall melakuk~n konservasi Sumber Daya Air dan 

daerah tangkapan air yang telah banyak menimbull<an bencana 

alam galodo ,banjir band6'ng,ta!iah longsor dan kekeringan. 

, I 

c. Mengingat telah adany~ organisasi Dewan Air Provinsi Sumatera 

Barat dan Forum Daerah Aliran S'Jngai (Forum DAS), Fraksi 

Partai Demokrat berpandangan agar Pemerintah Daerah dapat 

mendorong organisasi tersebut sehingga fungsi dan perannya 

dapat membantu dan bersinergi dengan SKPD Provinsi terkait 

dalam pengelolaan surnber daya air. 

d. Terkait denga11 penggunaan isumber daya air untuk kepentingan 

Pembangkit Listrik, Fraksi Partai Demokrat berpandangan agar 

Pemerintah Daerah da~a\ memberikan perhatian khusus terhadap 

kualitas sumber ~ir~ ~§_r,_ __ prioritas penqqunaan sehinaaa 
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I 

kepentingan masyara~at baik untuk kebutuhan MCK, kepentingan 

pertanian dan penggunaan untuk pembangkit listrik tenaga air 

d.apat dioptimalkan. 

Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD,Gubernur serta hadirin dan hadirat 

yang kami muliakan 

2. Ranperda tentahg Perlindungan Pe1rempuan dan Anak 

Apresiasi yang. sedalam-dalamnyc1 dari Fraksi Partai Demokrat terhadap 

Sdr Gubernur dan SKPD terkaU yang telah memberikan perhatian khusus 

terhadap perlindungan perempuan dan anak, yang diwujudkan dalam 
I 

bentuk rancangan regulasi yang akan mengatur bagaimana Pemerintah 

Daer-ah akan memberikan perlindungeln secara hukum terhadap 

perempuan dan anak dalarn berbagai bidang kehidupan yang strategis. 

Apalagi di tanah Minangkabau ini perempuan adalah bundo kanduang 

yang memiliki peran panting dalatn kehidupan bernagari dan bernegara. 

Dalam pepatah minang, Bunde Kanduang atau perempuan dihimpun 

dalam suatu ungkapan yang 1erhormat " bundo kanduang, limpapeh 
I i 

rumah nan gadang, umbun puruak pegangan kunci, umbun puruak 
• I I 

a/uan·g bun/an, pusek Jalo ! kumpulan tali, sumarak di dalam 
I I 

kampuang, hiasan dalam naiah, nah ga~ang basa batuah, kok hiduik 

tampek banasa, kok mato tampek ban/at, ka unduang-unduang ka 

Madinah, ka payuang par.ifi k! sarugo' 

Namun, sehubungan dengan dengan itu, untuk penyempurnaan ke depan 

rancangan tersebut, kami Fraksi Partai Demokrat memandang perlu untuk 

memberikan beberapa masukan dalarn bentuk, tanggapan, ataupun 

pertanyaan. Beberapa hal yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

! i 
a. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebuah judul adalah refleksi dari 

' 

isi suatu bahasan. D~ri ljudul '. ranperda perlindungan perempuan 

dan anak ini, yan~1 te~g~mbar' adal.ah perlindungan secara umum 

terhadap perempuan ran anak dalam berbagai bidang, sehingga 

terkesan masih sang.at umum . Seperti bidang ketenaga kerjaan, 

bidang kesehatan, pendidikan, yang secara sendiri-sendiri telah 



6 

diatur dalam undang-undang, yang seyogyanya lebih akan 

bermakna bila dibuat dalam perda tersendiri, Karena maksud 

dibuatnya percia jelas untuk rnengatur hal-hal yang belum di atw 

secara khusus. Disamping itu naskah akademis sebagai dasar 

kajian munculnya ranperda Gntuk perlindungan perempuan juga 

tidak ada. Mahon penjela~an dalam hal ini. 

b. Adanya bunyi pasal yang berulang, yaitu antara Pasal 9 ayat (1) 

huruf h dalam bab terltang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah 
i 

diulang kembali i pada Pasal 19 dalam Bab Perlindungan 

perempuan. Mohon penjelasan makna kedua pasal tersebut. 

c. Dalam Pasal 32 ayat (3) dan (4) dijelaskan bahwa anak terlantar 

karena orang tua melalaikan kewajibannya, maka keluarga dan 

lembaga yang khusu's untuk itu dapat mengajukan permohonan ke 

pengadilar . untuk menetap~an anak tersebut aanak terlantar. 

Dalam ayat te,·seb~1t tidak ada penjelasan bagaimana 

mekanismenya karena hal ini sangat rawan konflik, karena 
I 

darnpaknya adalc:,h pengambilalihan hak asuh anak. Mohan 

penjelasan Sdr Guberriur. 
I 

d. Dalam Pasal 37 ayat (1) berbunyi ltsetiap orang atau badan 

dilarang memperkE~rjakrn1 dan rnelibatkan anak pada F'EKERJAAN 

YANG 'BURUI<. F)ekerjaan buru!< dimaksud adalah pelacuran, 

produksi pornogrnfi, pertunjukkan porno atau perjudian. Dari 

pemaknaan kalimati tergambar bahwa pekerjaan yang buruk 

tersebut boleh saja asal tidak melibatkan anak-anak. Padahal utk 

p~kerjaan
1 

y'ang bL1ruk terse8ut bukan anak-anak saja yang tidak 

boleh, tetapi unwk ;s~mua 
I 

orang. Mahon penjelasan Sdr. 

Gubernur dalam hc~I ini~ i 
I . 

i 

e. Dalam salah satu bab ldiuraikan tentang perlindungan perempuan 

dan anak korban kekerasan, namun dalam pasa!-pasc:I berikutnya 

tidak ada penguraian tentang bentuk kekerasan apa yang 

dilakukan dan oleh siapa sehingga perempuan dan anak perlu 

perlindungan, Fraksi Partai Demokrat, mohon penjelasan. 
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f. Dalam bab tentang Ketent~an Pidana terdapat hal yang tidak 

sinkron sama sekali. Yaitu I dalam Pasal 65. Ayat (1) Setiap 

pengusaha yang melan~gar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 e1yat ()1): dan {2) akan dipidana ...... dst. Padahal 
I 

pada Pasal 21 tlany~ mengatur tentang kewajiban Pemerintah 

Daerah menyedinkan ltasilitas kesehatan dan persalinan. Mohan 

Penjelasan apakc1h Pemerintah Daerah yang akan dipidana ?? 

g. Begitu juga pada ayat (2) nya yang mengatur kete:1tuan pidana 

untuk pelanggaran Pasal 30 dan 31, yang mana kedua pasal 

tersebut me:ngatur. tentang kewajiban Pemerintah daerah 
I 

meyelenggarakan PAUD dan kelompok Belajar Paket A, B, C. lni 

sangat rnembingungkan,. tnohon penjelasan Sdr. Gubernur 

tentang hal ini. 

h. Selanjutnya ketidaksinkronan ini berlanjut pada Pasal 67 yang 

·mengacu Pasal . 

i. Selanjutnya Fraksi Partai Demokrat perlu mempertanyakan 

keseriusan Pemerintah Daerah dalam menggagas Perda yang 

sangat apreslatif inl., karena dalam muatannya, rancangan ini 

dengan lugas sudah mengemukakan tanggung jawab semua 

pihak dalam pener~pan perlindung,rn perempuan, baik tanggung 

jawab pemerintah daerah, tanggung jawab orang tua, dan 

masyarakat, demikian juga dengan kewajiban, yang dengan tegas 

juga mengatur kewajiban pemerintah daerah, perempuan, orang 

tua, anak d~n masyar~l,at. Namun diakhir bab tidak dh:emukan 

pengaturan terhadap konsekuensi terhadap pelanggaran 

kewajiban dan tangg
1

ung jnwab tersebut, sehingga Fraksi partai 

demokrat kuatir Perda ini nantinya seperti macan ompong, 

termasuk penganggarannya, Mahon pejelasan dalam hal ini, apa 

konsekuensi dari tanggung jawab dan kewajiban tersebut, 



Sdr.Pimpinan dan Angg<>ta OP~D,Gpbernur serta hadirin dan hadirat 
I 

yang kami muliakan 

3. SOTK Lembaga Lain (KORPRl,BAKORLUH dan KPID) Provinsi 

Sumatera Barat. 

a. Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan PengurLls KORPRI 

Provinsi Sumatera. Barat yang secara tekhnis operasional 

bertanggungjawap kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi 

sedangl<an secara tekhnis administrative bertanggunggungjawab 

kepada <3ubernur melalui S¢kretaris Daerah. 

I 

Fraksi Partai C>embkrat ! mohon penjelasan kenapa baru 
; I I 

i ' 

sekarang diusulkan Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekre~ariat Dewan P~ngurus KORPRI Provinsi Sumatera Barat 

·seqangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara nomor Pe:r/13/M.PAN/5/2008.tentang jabatan Struktural di 

Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat 

Pengurus KORPHI telah dikeluarkan tahun 2008. DRn peraturan 

~<epala Sadan Kepegawaian nomor 19 tahun 2008, tentan~J 

pegawai negeri sipil yang ditugaskan sec2ra penuh dan diangkat 

dalam j~batan Struktur~I dilingkungan Sekretariat Dewan 

Pen.gurus dan Sekretariat Pengurus unit Nasional KORPRI juga 

telah ditetapkan pada tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 17 tahun 2009 tentang pedoman Organisasi dan 

Tata kerja Sektetariat Dewan Pengurus KORPRI 

--Prqvinsi,Kabupaten/Kota dikeluarkan pada tahun 2009 

Disamping itu Sekretariat Dewan Pengurus KO~PRI Provinsi 

Sumatera Barat tHlah 8da semenjak tahun 2005 yang berkantor di 

Jin Sisingamangaraja yang kepengurusannya telah mengalami 

pergantian setiap 5 tahun. Apakah kepengurusan tersebut belum 
. . 

didukung deng~tn P'ERDA tapi telah ditetapkan dengan keputusan 

Gubernur mohon penjelas~n. bctgaimana l<edudukan Sekretariat 

Dewan Pengurus KORPF~I provinsi Sumatera Bai-at tersebut 

secara hukum. 
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l 
b. Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan bagaimana agar 

c. 

PNS sebagai anggota KORPRI sebagai wadah unsur Aparatur 

Negara ·,Abdi Negara dan Abdi masyarakat mampu menunjang 

pencapaian keberhasilan tugas Pokok instansinya tanpa ada 

pembedaan perlakuan untuk l<epentingan politik tertentu atau 

kelompok tertentu sehingga pembinaan dan pengembangan PNS 
I ' 

dapat berjalan atas dasar.P1estasi kerja dan hasil kerja PNS yang 

bersangkutan,sebagai langkah pengembangan karir PNS. 
I 

; I 
I 

Tentang Organisasi ; S~kretariat Komisi Penyiaran Indonesia 
I 

Daerah, Fraksi Part~i Demokrat mohon penjelasan tentang 

konsep dalam Ranca~gan Perda dimana dalam Bab. IV mengatur 

tentang Org3nisasi secretariat Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah, namun t1al ini belum rnengatur secara lengkap seperti 

dijelaskan dalam naskah akademik. . Moh on juga penjelasan 

mengapa materi pasal 8 ayat (2) tidak ada hubungannya dengan 

pasal 4 perda ini. 

I 

d. Tentang 
1

0rganisasi Baclan 
I 
Koordinasi Penyuluhan Pertanian 

,Perikanan dan f<eh1.rcaran .f raksi Partai Demokrat mohon 
' I 

penjelasan dalam p~n~usun'an Ranperda ini terlihat kurang 
. ! 

sistirnatis,bercam~?Ur *aurnya hal yang diatur dalam pasal-pasal 

Bab VI Jabatan Furigsional pasal 18, 19 dan 20 seterusnya 

Bab.VI juga pasal 21 mengatur kepegawaian pasal 22 mengatur 

tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI. 

a. Fraksi Partai Demokrat setelah membaca naskah Akaclemik 
' 

tentang Ranperda BAKORLUH yang telah menguraikan secara 

lengkap kajian pe!rlunya bakorluh ini, merasa perlu mendapat 

penjelasan dari Sdr Gub~rnur kenapa konsep Ranperda Bakorluh 
I 

tidak dibuat dalam '. bentuk · Perda tersendiri, sebagaimana 

diuraikan dalam naska~ akademik ,mohon penjelasan. 

I 
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Sdr.Pimpinan dan Anggot~ DPFtD,Gubernur serta hadirin dan hadirat 

yang kami muliakan 

Demikian pemandangan um um. Frak'si Partai Demokrat, l<ok dirantang 

bisanyo panjang Pak Gubernur, 1ancak digu/uang bianyo singkek . Semua 
' 

yang telah kami sampaik~m di; atas semuanya bertujuan agar Rancangan 
I 

perda yang disampaikan dapat lebih disempurnakan agar darat diterapkan 

di tengah-tengah masyarakat. 

Sebagai penutup, kami sampaikan : 

Tambilang di sungai lansek 

Tasisik di liang lantai , 

Lah disampaikan sado nan dap~k 

Nan tingga ~ntuak urang nan p~ndai, 

Tungkek galah aman di rajo 

Tasanda di baliak pakan 
"'1""1;).0~A.t·~i.,, 

Jikok salah maafkan!ah ambo 

Jiko bana mari kito amalkan 

Bill.ahi taufik Walhidayah ...... Assalamualaiku Wr.Wb. 
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FRAKSJ PART AI DRMOKRA T 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DARRAH 
I 

PROVINSI SUMATERA BARA1\ 

Sc krcta ris, 

SUWIRPEN SUIB 
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• DE\\•'AN PER\VAKILAN. RA. l~.''\.'AT DAERAH ••. 
PR()VINS1 St.Jl\'1.ATERA BARAT · 

_Jl.n. Kh.adb Sl!ll11lnLatl N<,, 87 teSJh 7057~~1..J 'EXT. 190 
: 1 

I 

PANDANGAN UMUM 
F'RAKS1 PERJUANGAN REFORMASI DPRD PROVINS! SUM:BAR 

TERHADAP RA.NPERDA TENTANG; 
1. SOTK Le1nbaga lain (Korpi, KPID dan Bakorluh) 
2. Pengelolaan sumber daya a'ir 
3. Perlindungan Perempuan dan anak. 

,. 
Juru Bicara : fL..SyA-tiRJN- · R, · Sc.. 

Tanggal : 16 September 2014 

Assalam u' alaikun1 W aroh1natullohi Wabarokatuh, 
Salan1 Sejahtera Bagi l(ita Semua, 
Merdeka!!l 

Yth. Saudara Ketua, Wakil ketua dan para anggota dewan 
Perwakilan Rakyat Daera.h Provinsi Sumatera Barat; 

Yth. Sdr. Gubernur 

Yth. Saudara Rekan-rekan Forum l{oordinasi Pimpinan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat; ! 



...., u1.u.c,, ..... u".u' u, .a.'-.ou 1,v1, ..uu v, .1..J\;J.UUi:tl:;U r rvv 1us1 .:, uuutt~r~ 

Barat, serta para Warta-wan dan hadirin yang berbahagia. 

Puji syukur kami panjatkan ke hadi:rat Allah SWT atas lin1pahan nikn1at, 
rah1nat, taufik dan hidayah~Nya yang telah dicurahkan kepada kita 
se1nua, sehingga kita p'ada hari ini daAat mengikuti acara pen1berian 
Pandangan Umun1 Fraksi. : 

Sholawat serta salain sem,.oga ~enantiasa tercurahkan kepada uswah 
hasanah kita Nabi Muhamn\iad SAW beSerta keluarga, para saha9at dan 
para pengikutnya yang selalu setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita 
termasuk di dalamnya. Aamiin 1, 

' 

Sidang Dewan Yang Terhormat, 

Dalam kesempatan yang baik 1111, sebelum membacakan pandangan 
umum tentang : 

a) SOTI< Le1nbaga lain (l(orpi, KPID dan Bakorluh) 
b) Pengelolaan sumber de.ya air 
c) Perlindungan Perempuan dan anak. I 

! 
' 

Kami dari Fraksi I;>erjuangan. Reforinasi n;iengucapkan sela1nat jalan bagi 
para je1naah haji Sumatera Barat 143~ H, mari Jaga kebersamaan 
bergotong royong untuk mencapal haji yang mabrur. 

Sidang Dewan Yang Terhonnat, 1 

Baiklah, dalam Pandangan umurn kali ini kami dari Fraksi perjuangan 
Reforn1asi n1embagi Liina Pen1bahasan Ranperda Peraturan Daerah 
Provinsi Sumatera Barat, yang kami mulai dari : 



Perubahan APB:O Tahun 20 .13 karni s~mpat 1neny.inggung Indikator 
Kinc1ja Utan1a dan tentang kine1~ja SI(PD. yang n1engarah pada 
konsekuensi tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan 
prima atau pelayanan yang bermutu tinggi dan satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Sl(PD) harus memiliki komitmen yang kuat untuk 
menyelenggarakan tupoksi yang diemban. diimplen1entasikan apabila 
para kepala SI<PD dan seluruh jajarannya memiliki integritas dan 
dedikasi yang baik. ! . 
Untuk n1en1udahkan Pemerinta~ 1

1 
Daerah merumuskan dan 

menyelenggarakan kebijakan teknis 1di 1

i bidang pembinaan jiwa Korps, 
pelaksanaan dan penerapan kod'e etik: P~S serta pelayanan adm:iriistrasi 
kepada anggota I<orpri, maka per~u di atur dalam suatu peratuan, dengan 
de1nikian, disiplin, komitmen 

I 

dan kualitas kinerja PNS dalam 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya 'akan semakin optimal. Untuk 
itulah, korpd di harapkan dapat n1enjadi sarana sosialisasi peraturan~ 
peraturan terpadu dalan1 bidang pe1nerintahan dan ketatanegaraan, 
sehingga para korpri senantiasa berada selangkah didepan dalan1 
1nenyikapi perubahan dan perkembangan pemerintah dewasa ini terus 
berkembang secara dinamis, evaluasi program kerja yang telah di 
laksanakan, serta rencana progra1n kefja yang n1ampu meningkatkan 
keberfungsian organisasi sebagai wadah aktualisasi PNS. Oleh karena 
itu keberlangsungan, keberlanjutan 

1
• d13-n kesinambungan pe1nerintah 

sangan bergantung pada profe~ionalistne para anggota korpri dalain 
1nenjalankan kebijakan dan program perherintah. · 

! 



J(e-dua; Ranperda Peraturan Daerah tentang Sekretads .Ko1nisi 
Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). '· : 
KPI Daerah sebagai Iembaga

1 

negara yang b,ersifat independen 
n1en1punyai fungsi dan tugas sebagaimana yang diatur oleh Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 1Penyiaran. Antara lain fungsi 
dan tugasnya adalah menetapkan standar program siaran dan menyusun 
peraturan dan 111enetapkan pedom~n perilaku penyiaran. Tapi disamping 
itu, KPI Daerah juga n1e1npunyai kewenangan untuk 1nelakukan 
pelayanan terhadap proses perizinan lembaga penyiaran. Terkait dengan 
kewenangan itu, maka kita paham bahwa dalam per]alanannya KPID 
1nenghadapi berbagai permasalahan bq1ik dengan pen1erintah 1naupun 

! 

dengan le1nbaga penyiaran yang lainnya. Salah satu mashlah tentang 
perizinan dan konten siaran. 

I 

Fraksi Pe1juangan Reforrnasi d~la111 ; h~l ini perlu n1eminta penjelasan 
tentang; harap dijelaskan secara komprehensif mengenai visi dan misi 
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.? Bagaimana rencana program kerja 

1 ' '. 

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah?? l?ada dasarnya I<omisi Penyiaran 
. I 

Indonesia bukanlah bagia'n dari Pemerintah seperti tercantum · dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 7 ayat 
(2) yang berbunyi "I(PI sebagai lembaga negara yang bersifat 
independen, n1engatur hal-hal mengenai penyiaran". KPI clan 
Pen1erintah, ada dua insitusi yang berbeda dan terpisahkan. Bahwa 
antara KPI dan Pernerintah ada kerjasama yang saling n1engisi dan 
melengkapi memang benar. Misalnya tjalam bidang perizinan lembaga 
penyiaran. Tersebut n1enjadi lebih jelas seperti dinyatakan Undang-
Undang Nomor 32 tentang Penyiaran Pasal 8. . 
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n1elambatnya pertun1buhan 3 sektor terrebut adalah masalah serius yang 
harus diperhatikan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak boleh 
terus selalu berdalih bahwa ini diakibatkan oleh pengalihan lahan 
n1enjadi lahan industri. !(arena yang: terjadi adalah, bahwa selama des a 
tidak 111enjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi, n1aka ketiga sektor 
tersebut akan terus saja terpur

1
uk, tidak mengurttungkan dan tidak 

n1enarik 1ninat. 

Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Sekretariat Badari 
Koordinasi Penyuluhan (BAI<ORLUH) Pertanian, Perikanan dan 
kehutanan sangat penting agar para penyuluh memiliki induk. secara 
konstitusi pun tertuang dalam UU N omor 16 Tahun 2006 ten tang system 
penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan. 

BAKORLUH sebagai penunjang. progran1 pertanian yang terarah di 
lapangan, bagi petani kehadiran penyuluh membuat n1ereka tidak 
kehilangan arah untuk bercocok tan,im yang baik, meski sudah pernah 
n1endapat penjelasan sebeh.u11nya, petani yang nota.bennya 
berpendidikan rendah, te·:ap Jnen1butuhkan panduan bertanam pada 
tahun berikutnya saat n1ereka merilulai kembali. 

Pengalihan tanggung-jawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari 
' ' ,'\ 

pen1erintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan-kebijakari 
pertanian dan program-progrmn pertanian yang bersifat "seragan1 
nasional" telah diubah menjadi yang bersifat spesifik lokal. Semua 
perubahan yang sudah terjadi dan akan segera terjadi di dunia-pertanian 
itu perlu disimak dan diantisipasi secara dini dan tepat. Struktur dan 
mekanisme kelembagaan penyuluhan idan penelitian pertanian perlu 
disesuaikan dengan kondisi dan kebututjan baru yang ada di masyarakat 
pertanian. Fungsi dan peranan pTnyul~h~ dan penelitian pertanian perh1: 

I , ' 
I 



.t-''-'UJ u.1.UJ.J.'1,U pvJ. ~,u.u~u per.Lu u1sesua1Kan oengan l<et>utuhan 
perkembangan dan pengembangan di dunia-pertanian. Bagahnanapun 
juga pertanian akan tetap menjadi fondasi perekonomian setiap negara. 
Bila pertaniannya tidak kuat, pastilah pereko-nomian negara i~u rapuh; · 

Kan1i dari Fraksi Perjuangan Reform~si menanyakan apakah fungsi 
penyuluhan pertanian masih tetap adb, dan kalau ada apakah akan 
dapat be,fungsi dengan (lebih) baik ddripada masa-masa sebelumnya? 
Pertanyaan itu muncul atas dasar keyakinan bahwa penyuluhan 
pertanian itu sangat pentin¥ dan sangat diperlukan untuk 
rnemberdayakan masyarakat petani agar mereka dapat meningkatkan 
kesejahteraan hidup mereka sendiri. 

Status dan struktur kelembagaan penyulu};lan pertanian barangkali bisa 
berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lain sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuannya, tetapi fungsi dasar penyuluhan pertanian 
seharusnya sama. diharapkan bahwa pemerintah daerah mengedepa~1kan 
pentingnya penyuluhan pertanian sebagai wujud konkrit ko1nitmennya 
membangun daerah bersama deng~ penduduknya. Tidak ada 

I 

pemerintah daerah yang mampu membangun daerahnya bila rakyatnya 
hanya menjadi penonton dan

1 
hanya ', berharap saja agar semuanya 

dilakukan sendiri oleh pemedntahnya. Pembangunan daerah harus 
dimulai dengan mengembangkan kualitas rakyatnya, dan dengan 
kualitas yang lebih baik itu terse~ialah sumberdaya 'manusia yang akan. 
melakukan pembangunan daerah lebih lanjut. sebagai sistem pendidikan 
nonformal yang n1ernberdayakan rakyat-petani agar mainpu membangun 
diri dan lingkungannya dalan1 arti luas. Penyuluhan pertanian bersama 
dengan sistem pendidikan 1Iainnya adalah bentuk 1nvestasi daerah dan 
negara untuk n1engembang·-tumbuhkan kualitas sumberdaya manusia di 
daerah dan negara yang bersangkutan. Tanpa kualitas sumberdaya 

! . 



Mengingat banyaknya perubahan yang telah dan sedang te1:jadi di ling­
kungan pertanian, perikanan dan kehutanan baik pada tingkat individu, 
tingkat lokal, tingkat daerah, nasional, regional 1naupun internasional, 
maka pelaksanaan penyuluhan perlu dilandasi oleh pen1ikiran-pem.H~iran 
yang mendalam tentang situasi baru dan tantangan masa depan yang 
dihadapi oleh penyuluh. I<onsekuensinya bagi penyuluhan ialah harus 
mam-pu menyiapkan, menyediakan dap menyajikan segala inforn1asi 
yang diperlukan oleh para petani itu. Informasi-informasi tentang 
berbagai komoditas dan .. inf orrnasi ! l~in yang berhubungan dengan 
pengolahan dan pemasamya perh.i dipersiapkan dan dikemas, dalam 

I 

bentuk dan bahasa yang mudah dimengerti oleh para petani. 

Tawaran pradigma Fraksi perjuanJan Reformasi : ! 

1. J asa Inf omasi 
Inf ormasi baru ten tang segala hal yang berkaitan dengan usahanya. 
Apakah itu informasi baru tentang teknologi budidaya petarii, 
tentang sarana-sarana produksi, permintaan pasar, harga··. pJsar~ 
cuaca, serangan dan ancaman hama dan penyakit, berbagai 
alternatif usahatani lain, dan lain sepagainya. 

2. Lokalitas l 

penyuluhan petani harus lebih n1en1usatkan perhatian pada 
kebutuhan petani dan petani di d~erah kerjanya 1nasing-masing. 
Ekosistem daerah kerjanya harus' dikuasai dengan baik secara rinci, 
ciri-ciri lahan dan iklim di ctrerahnya harus dikiuasai dengan baik, 
informasi-informasi yang disediakan haruslah yang sesuai dengan 
kondisi daerahnya, teknologi yang dianjurkan haruslah teknologi 
yang sud.ah dicoba dan berhasil baik di daerah yang bersang­
kutan. 
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dan memperhitungkan ~ngart paik masalah pendapatan dan 
! 

keuntungan Hu. 
4. Pendekatan I<elompok I 

penyuluh pertanian perlu disiapkan dengan baik bagaimana cara 
membina kelompok dan men'gembangkan kepemimpinan 
kelon1pok agar kelon1pok itu tumbuh menjadi kelompok tani yang 
dinamis. 

5. Fokus pada I<epentingan Petani 
penyuluh baik yang ada di lapangan maupun yang ada di kantoran 
harus lebih mendekatkan dirinya dengan petani dan lebih 
n1enghayati kepentingan-kepentingannya. 1nenentukan sendiri 
bersama kelompok tani program-program yang akan dilaksanakan. 

6. Pendekatan humanistik-eg~liter 1 • 

penyuluh perlu dibekali ~engan. seperangkat penge-tahuan dan 
keterampilan yang berkaitan dengan masalah komunikasi sosial, 

' I : 

psikologi sosial, stratifikasi sosial, dll. agar mereka 1nampu 
n1e1nerankan penyuluhan yang humapistik-egaliter. 

7. Profesional 
Penyuluh yang profesional dan yang sub-profesional, dan penyuluh 
yang telah ada (yang belum tern1asuk profesional ,,, atau sub­
profesional) perlu ditatar agar meningkat menjadi profesional/sub .. 
profesional 

8. Akuntabilitas ., 
penyuluhan harus jelas dan terukhr tujuannya, biaya penyuluha~ 
harus dipertimbangkan dengan hasil dan dampak dari penyuluhan 
itu. I 
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silkan tenaga-tenaga penyuluh yang mampu n1enyuluh dengan 
sepenuh hati. Untuk itu lembaga-ldmbaga pendidikan dan pelatihan 
untuk para penyuluh harus disiapkan untuk dapat 1nengemban misi 
sen1acan1 itu. · Selai'n itu : fasilitas yang memadai di lembaga­
len1baga penyuluhan petani seperti. perpustakaan, internet dan 
jaringal). kerjasama denga9 instansi~instansi : terkait juga akan 
sangat membantu para penyuluh untuk dapat n1emberi pelayanan 
penyuluhan sepenuh hati. 

Sidang Dewan Yang Terhormat; 
J..' 

J(e-enipat; Ranperda Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sun1ber 
Daya .Air. 
Sumber daya air me.rupakan karunia Tuhan yang maha Esa yang 
memberikan manfaat untulc mewujudI4an kesejahteraan bagi. seluruh 
rakyat Indonesia dalan1 segala bidang. S:ejalan dengan pasal 3 3 ayat (3) 
undang-undang dasar Negara R.epublik Indonesia Tahunl 945, bahwa 
sumber daya air di kuasai oleh 1'J"~gara dan di pergunakan untuk sebesar­
besar ke.makmuran rakyat secara adil. 

I 
Air merupakan suatu seny,,twa kimia H20 yang sangat istimewa, yang 
dalam kandungannya terdiri dari senyawa Hidrogen(H 2

), dan senyav,1a 
Oksigen (02

). Kedua senyawa yang membentuk air ini merupakan 
komponen pokok dan mendasar dalam memenuhi kebutuhan seluruh 
rnakhluk hidup di burr1i selain matahari ya11g merupakan sumber energi. 
Seperti yang kita ketahui air merupakan hal yang sangat penting, karena 
segala makhluk hidup di dunia tidal< dapat hidup tanpa air. Bahkan di 
dala111 tubuh kita terdiri dari 55% sampai 78% air (tergantung pada 
ukuran badan). · I 

Fungsi air dalam kehidupan kita tidak hanya memenuhi kebutuhan. 
secara fisik (yang dibutuhkan tubuh m.anusia), tetapi juga berperan 

I ! ' 
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Bahkan n1akhluk hidup lain yang berupa binatang, dan tu1nbuhan 
n1engkonstm1si air sebagai pen1enuh kebutuhannya. surr1ber daya 
air adalah sumber daya berupa air yang berguna atau potensial 
bagi manusia. K.egunaan 2.ir meliputi penggunaan di bidang pertanian, 
industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Sangat jelas 
terlihat bahwa seluruh n1anusia membuti1hkan air. 

I 

Dalam UU 4/2007 tentang SDA terd~pat setidaknya 34 pasal yang 
menyebutkan wewenang/tangg~ng j~w~b/tugas pemerintah (pasal 14, 
dst, 94), yang kemudian ditegaskari 4alam Perpres 33/2011 tentang 
J aknas Pengelolaan SDA, sebf+gai 1arahan stra}egis tahun 2011 • 
2030. Berbagai ~<ebijakan; yang 

1
terkandung harus diwuju~~<a~ ~alam 

waktu segera, ya1tv 1 - 5 tahun. penang~an pengelolaan air d1 tingkat 
provinsi keterkaitan institusi sangatlah banyak, tentu perlu kejelasan 
institusi tentang pengelolaan air ini agar kordinasi dan imple1nentasi 
pengelolaan air dapat di laksanakan dengan baik. 

Persoalan air ini bukanlah berdiri sendiri, ketika salah kelola akan 
berpengaruh pada aspek kehidupan dan lingkungan hidup karna stress 
air juga dapat menyebabkan konflU<, reduksi secara bertahap ;terhadap. 
kualitas dan kuantitas air tawar dapat t4enambah ketidak stabilan suatu 
wilayah dengan betkurangnya kesehatan suatu populasi, menghalangi 
pertumbuhan ekonomi dan dapa~ menye~abkan konflik ketegangan yang 
sering kali terjadi di antara perbat&san wilayah. Begitu juga secara 
yuridis, peratt~ra.n air ini juga harus mengkaitkan dengan regulasi yang 
terkait, agar dapat saling mengi~i, komplementer dan sinergis d_alan1 
konteks kebijakan strategis pengelolaah sumber daya air di Provinsi 
Sumatera Barat, sehingga ada aturan konfrensif dan optimal, agar tidak 
terjadi tumpang tindih peraturan terutama antara regulasi yang perlu di 
lakukan sinkronisasi terhadap perundang-undangan untuk menghindari 
perbedaan pemahaman, Mohon penjelasan .. ! ! 



& 

J(e-lin1a; Ranperda Peraturan Pedindungan Perempuan dan Anak. 
Mengawali tentang Ranperda tentang Perlindungan perempuan dan anak 
ini izinkan kami menceritakan yang kami lihat pada 4 hari yang lalu, 
siang-malam, panas dan hujan diperempatan jalan by pass arah kanan 
solok j ika lurus menuju ind.arung, rniris melihat seorang anak perempuan 
mengulurkan ember kecil kepada pembawa kenderaan berharap 
mendapat recehan, yang usia · anak perempuan itu perkiraan kan1i 
un1urnya belun1 cukup 4 tahun. be1j~lan di antara truk, rnobil dan 
kenderaan lainnya yang di perhatikan ibunya yang sedang hamil duduk 

I 

di dekat tiang lampu merah peren1patan tersebut, dalam hal ini menurut 
kami sudah menyalahi Pasal 34 ayat (l) UUD 1945 fakir MiskiJ?- dan 
terlantar di pelihara Negara dan UU No. 11 Taµun 2009 tentang 
kesejahteraan sosial. siapa yang Justi kita salahkan?. ada berapa ibu dan 
anak Sumatera Barat yang persis seperti?? Secara tidak langsung dapat 
di katakana bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada 
prinsipnya di pelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada 
di lapangan bahwa tidak semua orang miskin dan anak terlantar di 
pelihara oleh Negara. 

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal 
yang . pen ting dan · menentukan dalf:I:1 upaya menyiapk~n dan 
mewuJudkan masa depan bangsa dan :Negara. Namun apab1Ia anak 
kurang mendapatkan perhatian dijri lingkungan terdekatnya maka mudah. 
baginya untuk melakukan pertiuatan; ~ang menyimpang dari norma 
hukum yang berlaku di masyarakat. B1~gitu juga perempuan· sebag~i 
warga Negara juga sebagai ibu atru istri, pada haki~atnya inempunyai 
peranan penting yang saling melengkapi bersama laki-laki, oleh sebab, 
itu hak-hak n1ereka wajib di hormati. Pendidikan harus memberi 
perhatian terhadap pengertian keibuan yang lebih baik sebagi fungsional.. 
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anak dan perempuan sepertinya su~al'.i menjadi menu harian. d~lam 
pemberitaan media, baik cetak tnaup~n i, elektronika. Hampir ·setiap hari 
kita mendapatkan inf ormasi ten tang berbagai tindak kekerasan terhadap 
anak dan perempuan. Akibat tindjak kekerasan itu, seorang anak harus 
kehilangan segalanya dalam hidtipnya. Lingkungan sosial kita sangat 
tidak begitu "bersahabat" dengan anak. Anak•anak, generasi penerus 
bangsa terpaksa harus menjadi korban kejahatan dan ketidakadilan sosial 
lebih awal. Mereka bagaikan bunga yang mati sebelum berkembang. 

Fraksi Perjuangan Reformasi n1enginginkan Raperda yang baru ini nanti 
harus memberi ga1nbaran yang jelas dan mempertegas upaya 
perlindungan peren1puan dan anak korban kekerasan di Sumatera Barat 
dalarn 3 ranah perlJndungan yaitu upaya pencegahan, upaya penanganan 
dan upaya pemberdayaan. Tidal<: hanya \ terfokus pada mekanisrne dan 
upaya penanganan terhadap korban te~api juga memberikan arahan 
terhadap upaya pencegahan teri ~dinya liekerasan perernpuan dan iariak 

J I I . . \ 

serta bagaimana rnemberdayakap korlban kekerasan sehingga 1:nereka 
lebih berdaya dan tidak lagi rentan terha~ap terulangnya kekerasan dan 
Masalah sinergisitas integralitas p~ran ·antar instansi dalam 111en1berikan 
berbagai pelayanan perlindungan t~rhadap anak dan peren1puan korban; 
kekerasan. Perlu ada koordinasi yang kitat, baik ditingkat kebijakan ·· 
maupun in1plementasi.Mohon Penjelasan dari Sdr Gubernur .. ! ! 

Rapat Dewan Yang Terhor1nat, 

Demikian penyan1paian Pemandangan U1num Fraksi Perjuangan 
Reformasi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna kali 
ini. Atas, perkenan dan kesabarannya, ka1ni sampaikan banyak terima 
kasih. Akhirnya apabila ada kata·kata \yang kurang berkenan kami 
m.ohon maaf. . 

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi ·Wabarokatuh, 
i 

' 
M.ERDEKA!!! 
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Assalamualaikum Wr.Wb 

>" Yth. Saudara Gubernur Provirlsi Sumatera Barat, 
> Yth. Saudara Wakil Gubernur Pr:ovinsi Sumatera Barat, 
>" Yth. Saud~r~ K.etua,Wakil Ketua dan seluruh A.nggota 

DPRD Provinsi Sumatera Barat, · 
>" Yth.Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan daerah 

sumatera Barat, I<etua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat 
dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera 
Barat, 

> Yth. Ketua ~PK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, 
>" Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Sta£ 

Ahli, Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Barat, 

>" Yth. Saudara Pimpinan Partai Pdlitik, Pimpinan Organisasi 
S ' I 

:!", .. : ,·: .,.,,,:.,·· .q;;;J~t :K~m~.syar.akatan dan Waftawan .. ·Media Cetak Dan 
Elektronik beserta hadirin yan~ berbahagia. 

. ' , I 

1 

I 

• .I 



Mengawali Pemandangan Umum ini marilah kita Panjatkan 
1': : ,. ,,,.\l~~:{:· ,..., ... 

Puji, Dari ·'Syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat limpahan 

Rahmat, Inayah dan. hidayah-Nya jualah kita bersama-sama .. . ' ~ .' 

dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang terhon,nat ini, dalam . . ' . " ~ .. · 

keadaan sehat wal' afiat dengan agenda Penyampaian 

Pemandangan Umum Fraksi ini. \ 

Salawat dan salam kita sampai~an kepada junjungan kita 
:· , I 

: I , 

Nabi Besar Muha~mad SAW :yang· telah memberikan arah dan 

tuntunannya kepada un1at rnanusia untuk kebahagiaan di dunia 
! 

dan diakhirat melalui Al Qur'an dan Sunnah Nya. 

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya 

mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah 

mernberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan 

Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) 

DPRD Provinsi Sumatera Barat Terhadap 3 Rancangan 

Peraturan Daerah yaitu: \ 

1.RANCANGAN PERATURAN OAJERAH TENTANG SOTK 
! ! i 

LEMBAGA LAIN ( KORP~1 BAKCRLUH, KPID) 

2. RANCANGAN PERATU¥N DAERAH TENTANG 
I 

PENGELOLMN SUMBER DAYA AIR 
'I 

3. RANCANGAN. PERATURAN. DAERAH TENTANG 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

' . ' ,, -~ . ' . -. 
' . ' ,. ·, J .:: '. ·, i: :. ::,t j 

.. ,'', .... '\ ' 
•,..J,• ·' 

. ' ' • .-. \ .,\ <' ~· ·', : •. ~ •. ~ • :,. \ 
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Saudara Gubernur, Pimpinan Dari Anggot~· Dewan Serta Undangan Yang 
" • , I ·. I' , . ., ' • '.,''' :, .. ~.1, ,r,..t''tWi~'l~, Karn1 Mulla.kan. " .. , ....... 1.,r1,,·· ·. .,. · "· ·' · · · ··· 

I. RANCANGAN PERATDRAN DAERAH TE~TANG SOTK 
LEMBAGA LAIN (.KORPRI, BAKORLUH, KPID) 

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor: 17 tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata .. Kerja 
I 

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil 

Republik Indonesia Propinsi dan Kabupaten/Kota maka untuk 

meningkatkan optimalisasi pelaks6naan tugas pemberian 
' 

dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korpri 
, I 

' I I 

Sumatera Barat maka kebu~uhan akan sebuah Sekretari~t, 

diperlukan pula sebuar1 organisasi: yang men,atur tentang 

pelaksanaan teknis operasional\dan teknis administratif. 

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor: 19 tahun 2008 tentang Pedoman dan 

Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 

(KPID) kemudian Undang-Undang No: 16 tahun 2006 tentang 

Sistem Penyul.uhan Pertanian, Pe~ikanan dan Kehutanan. 

Selanjutnya setelah kami menyimak dan membaca Nota 

Penjelasan Saudara Gubernur yang disampaikan pada hari 

Selasa tang gal 10 .. $eptember · 2013 Mengenai Rancangan 

Peraturan Daerah t'entang\ SOTK Lembaga Lain 

(Korpri,Bakorluh,KPID) 1naka kami Fraksi Partai Amanat 
'' ·, ' ' ' ' r' '• J ' ·, · · ' · , , , , ,· , ,',''.r';' ,t .. ,,,·. , ~-·, 

··:. ·., ', ·, •• ·•. • ,. , .... ' 1.~ 
1
,· ,'

1
"·~· •• ~:;u~1.:,1 .. 1 :;.·\· /·f!·l"~ .:r~ :·,, .. ·;!':,.',di;· .. ~,., •,·:·,:t:l: .'', ·' .Y' 

Nasional berp·andangan bahwa untuk menghimpun seluruh 



Pegawai Republik Indonesia dalam meningkatkaf' Perjuangan, 

Pengabdian dan Kesetiaan kepada c~ta-cita Perjuangan Bangsa 
. ':,j,,:;;;'.'tt I.,~;.~.' 

dan Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
, . . I 

I i 1 

yang bersifar Demokratis, N1andiri, ;_ Bebas, Aktif, Prof esio~al, 
. .· I . : . . 

Netral, Produktif dan Bertanggungjawab yang keanggotaannya . .. . . , . . I 

mayoritas anggotanya adala! · Pegawai Neg.eri Sipil (PNS) 

merupakan Organisas.i Non Kedinasan yang melaksanakan 

fungsi Kepemerintahan berdasarkan Keputusan Presiden ~No:82 

tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia, yang 

dalam hal ini Sekretariatnya dipimpin oleh Seorang Pejabat 

Eselon IIB. Demikian juga halnya dengan Komisi Penyiaran 

Indonesia D·aerah (KPID) yang diusulkan dipimpin oleh seorang 

Pejabat Eselon IIIA maupun Seketariat Badan Koordinasi 
: ! 

Penyuluh Pertanian, Perikanajl dari Kehutanan (Bakorluh) juga 

di Pimpin oleh seorang Pejabat
1 

Eselon IIA. Untuk itu kami dari 

Fraksi Partai Amanat Nasional perlu penjelasan tentang hal ini! 

Apakah Pejabat setingkat Eselonering diperlukan untuk 

memimpin kesekret.ariatan ketiga lembaga tersebut? Mohon 

Penjelasan saudara Gubernur ! 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang 
kami Muliakan. · · · 

II. RANCANGAN· PERATURAN DAERAH 
PENGELOLAHAN SUMBE~ DA~A:AIR 

TENTANG 

Sumber Daya Ai( merupakan Karuniq. Tuhan Yang Maha 
•• ' • , ' • ' ',' ••• ~·-.... • ' ,. • ... •• " ,..... 1 • • • '• 

Esa yang memberikan manfaat: untuk kesejahteraan manusia. 
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'. ,~., 

Seperti tercantum dalam Pasal 33. Ayat 3 Undang-Undang 

Dasar Negara Repub!!~ Indonesi.~ T~.V}J.;fl 1945, . bahwa Sumber 
,. J ,,,:, •• \, '•••' ,,, I •,,•',,•I ' 

Daya Air dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar­

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Air sarnpai sa8.t ini 
' ! ' 

merupakan Sumber Daya yang belum tergantikan dalam 

memberikan dukungan dan • kehidupan bagi seluruh mahluk 

hidup. Sehingga keberadaannya harus dijadikan Prioritas utama 

dalam Pelestariannya, untuk\ memberikan kehidupan bagi 

seluruh mahluk hidup. 

Sebagai Landasan Sosiologis dikatakan Air merupakan 

Sumber Daya Alam yang mutlak diperlukan oleh manusia dan 

mahluk hidup lainnya, dan mempunyai arti serta peran penting 

dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Air merupakan 

Sumber Daya yang rr1ehliliki sifat \11ulti Sektoral. Semakin 

berkembang dan maju tingkat Renghidupan masyarakat 
I \ 1 

semakin banyak air yang dibutuh~an, sedangkan jumlah air 

semakin lama semakin berkurang. Apabila pada mulanya air 
I I 

hanya digunakan untuk kebutuhan minum, dan kebutuhan 

rumah tangga lainnya, irigasi, 
I 

dan tranportasi. Dalam 

perkembangannya air juga digunakan d:llam berbagai sektor 

kehidupan seperti Industri, Jasa Pencucian dan kegiatan usaha 

lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut perlu adanya 

pengembangan daerah pengaliran sungai/wilayah, sungai untuk 

. P~,l,ay3:rn~:~. ·.p:~:riyediaan ·· ·. /a;ir '. •: :rriasya~akat .. , dati: · ·p:ehg~tuian·; .. 

I 

s 



perencanaan, penggunaan air pemanfaatannya di berbagai 

sektor. 

Dengan di Undangkannya Undang - Undang No : 7 tahun 

2004 Tentang Sumber Daya Air yang mengant1kan Undang­

Undang No .11 tahun 197 4 Tentang Pengairan telah 

menetapkan bahwa sejalan dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-
. . I 

Undang Dasar Neg~ra Republik Inddnesia Tahun 1945 Sumber 

Daya Air dikuasai ol.eh Negara dan dikuasai sebesar-besarnya 
: ' 
I 

untuk kemakmuran rakyat , secara adil. Atas penguasaan 
I '' ,' 

Sumber Daya Air tersebut, regar~ menjamin: setiap orang 

untuk mendapatkan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok 

masyarakat sehari-hari dan n1elakl1kan pengaturan hak atas 

air. 

Selain itu, pengua~iaan Negara atas Sumber Daya Air 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

dengan tetap mengakui dan mengh~rmati kesatuan-kesatuan 

masyarakat adat beserta hak-
1
hak ulayat sepanJang 

' I i 

keberadaannya q1a~ih ' diakui, ~id~p dan sesuai deng,an 
I , 

I I 

perkembangan. rpasyarakat dan . Prinsip Neg~ra Kesatuan 
I 

Republik Indonesia. Hal ini seiring pula dengan diundangkannya 

Undang-Undang No: 32 tahun · 2004 
1

Tentang Pemerintahan 

Daerah, maka oleh karena itu tentu diperlukan suatu aturan di 

Sumatera Barat. Permasalahan dalam f engelolahan Sumber 
. . :·,~,~ 

....... ·\ .. ~~.r.:·.i.: ·,:·.·.:~,:··· :.-; ,,;·'.r:··· · .... '.1.··· "1'·:·· ·. ··• •• ,:, •· ..... ·.:.· ~ .. :~ .. : .• 

Daya Air di Sumatera · B·arat pada DElsarnya meliputi 3 (tiga) 
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Aspek Utama yaitu: Kelebihari Ai~, Kekurangan Air, 
! ! 'i 

Pencemaran Air. 
J •.•• 

... ,:.-. \.'' 

Untu~ itu kami dari Itraksi Partai An
1

amat Nasional 

mengharapkan keberadaan Peraturan Daerah ini nantinya dapat 

mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi selama ini! 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undangan yang 
kami Muliakan 

III. RANCANGAN PERATURAN · DAERAH 
PERLINDUNGAN PEREMPUAN ?AN ANAK. 

I 
I 
I 

TENTANG 

Kami Fraksi Partai Am,anat 
1
Nasional memandang bahwa 

f enomena Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di 

Indone.sia secara umum Ibarat\ Gunung Es. Bila ada satu kasus 

yang muncul ke pern1ukaan', maka yang tidak terungkap 
• I 

sesungguhnya berjumlah puluhan bahkan ratusan kasus. Hal 

tersebut dapat terjadi karena berbagai aspek. Terutama masih 

rendahnya kesadaran n1asyarakat pada Hak-haknya 

sebagaimana yang telah diatur oleh Undang - Undang. Inilah 

yang menjadi salahsatu pemikiran arti pentingnya Raperda ini. 

Salah satu Perlindungan dan Pelayanan terhadap Anak dan 

Perempuan adalah adanya Jamintm Regulasi yang jelas dan 

teg;:is. Pemerintah Daernh harus mampu memberikan jaminan 

dan perlindungan serta pelayahan yang prima tJrhadap anak-
1 

anak da11 , perempuan korban tindak I kekerasan.. Di· tingkat .· 
. :_.: ... · .. :, .:: :. -~, . .. -... ~_.,r·.:· .. ::.,~ .. , · .. ,.\.;.~~}~'/ ·.;r.:,J:~·} i:,\ 1:;· ... (.ltJ:.1.;.::i'..: ::. , ... ~·.\·: ,.--.. 1 -~~-:>;:·:·! ,:· \, ., ~: .. ~ ... ··;:··r·' ···,.·:·~.f!·',\:l .. J,; 

nasional, kita sudah mernillki beragam Peraturan Perundang-
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undangan yang memberikan jan1inan dan perlindungan terhadap 

anak-ana.~-- ~an J)eregipu.a1; ... korban
1 

tindak kekerasan. Aturan 
. . I 

Hukum ini h~r.us diperkuat dan qilengkapi pa<ia tingkat di 

daerah, yakni dalam. bentu~ Peraturan Daerah. Beragamnya 
' ·' . ! 

Regulasi, baik ditin;gkat Pusat maup~n Daerah diharapkan tidak 
. . ~ '. ., 

hanya sekedar aturan. Formal\istik saja, tapi regulasi terse but 

memiliki daya . gun~ .. dan kekuatan ,yang Implementatif dan 

Produktif. 

Keberadaan Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 

ten tang Peradilan : Peradilan Anak dan Undang - Undang 

Nomor 23. tahun 2002 n1erupakan dasar utama bagi Pemerintah 

terutama para Penegak Hukum C,.alam upaya memberikan 

Perlindungan terhadap Anak. Sebagaimana kita ketahui 

bersama akhir-akhir tiada had tampa kekerasan terhadap anak 

kekerasan terhaciap anak di nagari yang sangat berbudaya ini 
I 

yang sangat terkenal dengah Falsafahnya Anak Dipangku 

Kamanakan Dibin1bing. Nilai - nilai itu ternyata sudah jauh 

bergeser dalam kehidupan orang Sumatera Barat. 

Untuk . itu. kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional 

menyarankan kepada., Para Penegak Hukum di Daerah ini 

melalui Saudara G.ubernur untuk benar-benar menerapkan 

Sangsi-sangsi yang tegas bagi P~lankgaran Terhadap Hak-hak 

anak ini, terutama sekali para p.elaku :.eksploitasi anak di b1dang 
; I : . 

e,~,onorn.~ .~?up11n. ek~plo_i~~~~ .. ~na~.,sH bid~J:\~. ~~~sµ~l. 
. , : ' ', ' ' l ·,, , ,, • '• ' ' ',' '·,' I ·• •· 
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Pada kesempatan ini juga kami Fraksi Partai Amanat 

Nasional menyampaikan kepada P~negak Hukum mela.lui 
. • •• ' • . ~ •. ' • ,, .. "·~· • • • . .. :. ' ','. •!,,: .. ! 

Saudara Gubernqr bahwa dalam hal Menangani Khasus -khasus 

Pelanggaran Hak-hak Anak Supaya Menerapkan Undang­

Undang No. 23 tahun 2002 ApabilJ Anak sebagai Korb.an dan 

sebaliknya apabila Anak sebagai '. Pelaku maka terapkanlah 
I 

I ' 

Undang-Undang No: 3 t~hun : 1997 yang saat · ini sudah · 

diperkuat pula dengan Undqng-Undang No: 11 tahun 2012 
I 

tentang Sistem Peradilan Anak. 

Disamping itu pelanggaran-pelanggaran yang di~akukan 

terhadap Hak - hak Anak kerap pula dilakukan para 

Penyelenggara Perlindungan Anak Itu Sendiri Seperti Jleh 

Penyenggara Pendidikan Terhadap Anak, Apa yang sudah 

dilakukan oleh Pe.merintah Suma:tera Barat untuk mengatasi hal 

tersebut? Mohan Penjelasan Saudarl Guternur! .. 
i 

Disamping _ per~hldungap terh~dap anak, Perlindungan 
I i 

terhadap Perempuan adalah; hal yang sangat penting untuk di 

perhatikan karena adanya kekpawatiran kita dengan munculnya 
' 

berbagai bentuk eksploitasi manus.ia khususnya terhadap 

Perempuan dan Anak yang seharusnya memperoleh perlakuan 

yang layak justru dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. 

Oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan 

merusak hak-hak dasar manusia dalam berbagai bentuk 

pema_r:ifa,?,t?~. d~q:~1"·?~,~ploita~i . yang! tidak .. :berprikemanusiaan'· 

harus dapat dihentikan tampa kecual). 
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Sauclara Gubernur, Pimpinan danl anggota Dewan serta Undangan yang 
kami M uliakan 

,· . ···:• 

Dengan di Undangkannya nanti 'Peraturan Daerah tentang 

Perlindungan Perempuan dan Anak ini hendaknya jangan hanya 

menjadi tambahan Literature Peraturan Daerah yang kita 

hasilkan, tetapi. hendaknya dapat menjawab persoalan­

persoalan yang selarna ini . Ibarat Fenomena Gunung Es 

tersebut, Peratu~ap. Daerah inipun tlendaknya dapat menunjang 
I 

Pemberlakuan U.nd~ng - updani tentang hal tersebut yang 
i 

sudah ada sebe.lumnya. Kebe:r:adaa~ Peraturan Daerah inipun 
. ' 

hendaknya jangan hanya untfk memenuhi Kriteria - kriteria 

penghargaan, seperti Kota Layak Anak yang sudah diraih oleh 
' 

beberapa kota di Sumatera Barat. Mohon penjelasan Siludara 

Gubernur ! 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan serta Undang,m yang 
kami Muliakan 

I 

Fraksi Partai Amanat Nasional rhengharapkan pertanyaan-

pertanyaan diatas untuk ctpawap 11 sesuai dengan Fakta di 

Lapangan dan keadaan ; yang :, sesungguhnya sehingga 

pembangunan di sektor 
1

perizinan 1 pelaY1anan publik, 

Perlindungan Perempuan dan Anak dapat terarah kepada visi 

misi Sumatera Barat sebagaimana yang terdapat dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah '(RPJPD) 2005-
.. ,,. 

2025. 
' ,, 
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• 

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat 
' I , 

Nasional ini disampaikan ji~a ada i s_ijJ.~.h dan janggaln,ya kami, ... 
· · · • . -~·\\ , , •• ' , ~ • •• • I , , 1 1 , • ' , 

mohon maaf, wabillahitaufiq walhidayah, wassalamualaikum 

Wr,Wb 
I I 

Padang, 16 September 2013 
Fraksi Partai Amanat Nasional 
DPRD Provinsi Sumatera Barat 

WAKILKETUA 

JURU BICA,RA 

~. 

TAN 
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FRAKSJ( PAltTAI GOLKAR 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINS! SUMATERA BARAT 
Jin. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 57591. 57592. 57593 Fax. (0751) 443391 Padang 25133 

I 
PEMANDANGAN UMUM 

Fru\I{SI PARTAI GOLONPAN IU\RYA 
DPRD PRO'VINSij SUM!ATER.A BAR.AT 

, I j 

TER.HADAP: 
RANPERDA Pl:l.OVINSI SUMA.TERA BAR.AT 

TEN~ANG I 

1. PENGELOLAJJiN SUM!3ER DAYA AIR 
2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAi{ 
3. PEMBENTUI<llN ORGANISASI DAN TATA 

l{ERJA LEMBP.~GA LAIN 

Assalamu'alaikum Warrah1natullahi vVabarakatuh 
w~1...:1 

Yth: Saudara Gubernur Sumatera Barat 

Yth: Sdr. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta Anggota DPRD Prov. Sumbar ,. 

Yth: Sdr-sdr Anggota Forum !<oordinasi Pernda, Ketua Pengadil&n T1nggi v 

dan Pengadilan Tinggi Agama Prov. Surtjb~r. , 

Yth: Sdr. Sekda, Ka Cabang BPK RI, Asisten1 tenaga ahli, Ka Badan dan 
Dinas di lingkungan Pemda ~rov Surbar. , : . 

Yth: Sar. Rektor- PTN/.p!p.S, Pirnpinan !On:na~ dan Parpol, pimpinan BUMN 
dan BUMD, hadirin dan hadirat se:rta rekan 

1
wartawan media· cetak dan 

elektronik yang berbahagia. · 

Hadirin dan hadirat yang kami muliakan. 

Terlebih dahulu marila.h kita ucapkan puji dan syukur kehadirat 

Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta 

hidayahNya kepada kita semua, sehingga ~ada kesempatan ini, kita telah 

dapat hadir bersama untuk mengikuti R.~Pat Paripurna Penyampaian 

Pemandangan Umum Frak~li ter);iada~ Rancartgan Peraturan Daerah 



- 2 -

Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, RANPERDA Perlindungan 

Perempuan dan Anak dan RF.NPERDA Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Lain. 

Shalawat beriring sala:m kita perse~bahkan untuk junjungan kita 

kekasih Allah, Nabi Besar Muhammad SAW Rahmatanlilalamin, yang 

telah meninggalkan pedoman be1upa A.1-Quran dan Sunnah Rasul 

kepada kita dalam menjalani kehidupan ini, Allahummashalli'ala 

Syaiddinna Muhammad wa 'ala ali Staiddinna Muhammad. 

Kepada Pimpinan Sidang, kami . udapkan terima kasih atas 

kesempatan yang d.iberikan kepada kami untuk menyampaikan 

pandangan umum Fraksi karni ini. 

Berkenaan dengan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah 

(RANPERDA) yang disampai.l<:an oleh Saudara Gubemur pada tanggal 10 

September 2013 yang lalu, niaka izinjkanlah saya menya~paikan 

Pemandangan Umum Frak:3i Partai GOLKAR terhadap 3 RANPERDA 

tersebut sebagai berikut. 

A. RANPERDA Tentang Pellgelolacjln Sumber Daya Air. 

Sebagaimana kita ketahui air adalah merupakan sumber kehidupan 

manusia yang sangat strategis. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa air. 

Dengan bertambahnya jumlah manusia dan rusaknya lingkungan hidup 

maka ketersediaan air bagi kehidupan manusia akan menjadi persoalan 

yang perlu disikapi dengan bijak. Kami menyampaikan apresiasi kepada 

Saudara Gubemur yang telah mengajukan RANPERDA Tentang 



- 3 -

Pengelolaan Sumber Daya Air, agar' potensi sumber daya air di Provinsi 
I I 

Sumatera Barat ini bisa dimanfaatkan ~ sebesar-besamya 

u.~~k kepentingan masyarakat yang berdomisili di daerah yang kaya dengan 

sumber daya alam ini. Untu.k lebih sempumanya RANPERDA ini kami 

mohori penjelasan sebagai berikut: 
: '• ,'.' 

. ' ', . ~ 

1. Dalam Nota Pengantar RANPERDA ini disampaikan bahwa menurut 

data Badan Pusat Statistik (BPS) ta~un 2006, lahan sawah yang 

memiliki irigasi teknis hanya :selua~ 33.383 ha atau 13,03% dari luas 

lahan sawah keseluruhan. Bahkan menurut luasnya pada tahun 2008 
I 

menjadi 29.526 ha atau 12.57%. Berkenaan dengan kondisi ini Fraksi 
I I 
I 

Partai GOLKAR mohon penjelasan, apakah kebijakan untuk 

melarang pengalihan fungsi sawah yang berpengairan teknis tidal< 

efektif dan program pencetakan sawah baru tidak n1encapai 

sasaran yang diharapkan serta kemungltinan potensi pembuatan 

pengairan teknis yang mungltin dibangun lagi pada sungai-sungai 

yang ada di daerah ltita ini. 

2. Fraksi Partai GOLKAR meminta I penjelasan tentang sering 
I I ' 

terjadinya polemik antara rnasyarak~t di seltitar Danau Singkarak 
I 

dan Dan.au Maninjau yang aibya ~i~ergunakan untuk Pembangkit 
I ' I 

Listrik Tenaga Air (PLr.rA). Masalah :ini terjadi karena masyarakat 

meminta kompensasi terhaJap penggunaan air untuk PLTA 

tersebut dan sering meng-kambinghitam-kan pihak PLN dengan 

menyusutnya permukaan air sedangkan pihak PLN sendiri sering 

menjadikan alasan pemadaman listrik karena kurangnya debit air 



danau sehingga tidak mampu me~al~simalkan kinerja pembangkit. 

Apakah dengan mengeluari<an PERDA ini persoalan-persoalan 

tersebut bisa diantisipasi? J{ami mohon penJelasan Saudara 

Gubernur. 

3. Untuk menjaga sumber daya air tentunya usaha yang paling 

strategis adalah dengfn menjaga kelestarian hutan. Hutan ·di 
I 

wilayah aliran sungai ja.ngan sampai dirusak oleh penebangan liar 

atau illegal logging. Untuk itu Fraksi Partai GOLKAR menghimbau 

Saudara Gubernur agar meningk,tkan koordinasi Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barett dengan un~ur penegak hukum, terutama 
, I 

POLRI agar dengan teg·as m,nind~k pknum-oknum yang berada di 

balik tindakan penebangan liar ter~e~ut, baik para cukong maupun 
' : 

oknum aparat yang membeki!}g tindakan tersebut, sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. 

Kemudian untuk memperbaiki kondisi hutan dan pinggir danau 

yang sudah terlanjur rusak, adalah perlu kita lakukan penghijauan 

dan reboisasi. Untuk itu tidak ada salahnya jika kita merangkul para 

generasi muda kita yang tergabung dalam Kelompok-Kelornpok 

Pecinta Alam yang sangat banyak tersebar di Sumatera Barat ini, 

untuk melaksanakan penghijauan daJ r€boisasi. Saudara Gubemur, 

kiranya juga dapat menghimb~u · dan meminta perusahaan­

perusahaan dan pihak-pihak yang bersentuhan- langsung dengan 

penggunaan sumber daya air agar menunaikan kewajibannya untuk 
I . 
! 
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melakukan penanaman pohon atau penghijauan. Mahon tanggapan 

Saudara Gubernur. i 

i ' 

B. RANPERDA Tentang Perlindungan Perempuan dan .Anak. 

Dengan sering terjadinya tind~kan kejahatan yan~ terjadi terhadap 

perempuan dan anak dewasa ini yang cen<!ierung semakin meningkat, 

makin banyaknya anak-ana!< terlantar, maka pengajuan RANPERDA 
fu-1..tM.p~ ~ 

Tentang Perlindungan~Anak oleh Saudara Gubemur sangat kami sambut 

dengan baik. Kita berharap kiranya dengan adanya RANPERDA ini 

masalah-masalah yang berkenaan dengan perempuan dan anak,iat bisa 

menjadi landasan berpijak bagi kita untik memberikan perlindungan 

yang lebih baik lagi terhadap perempuan dan anak. Untuk itu Fraksi 

Partai GOLK.AR menyampaikan sebagai berikut: 
'~\.\ : °"""" 

1. Menyoal perlindungan anak, ldtav~·,a Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Pe:dindunqan Anal<, Undang-Undang Nomor 9 

tahun 2012serta Undang-Undang Nbrnor 10 tahun 2012 tentang 

Anakyang telah mengatur keseluruhan aspek tentang perlindungan 

anak. Mohon penjelassm Saud.ara Gubemur, spesifikasi apa yang 

menjadi penekanan da~am as:pek perlindungan anak yang hendak 

dicapai dengan RANPERDA ini. Apakah RANPERDA ~ni menjadi 

aturan yang lebih spesifik atau khusus dari Undang-Undang 

tersebut di atas, sesuai asas Lex SpJciaJis derogat Jegi Generalis 
I 

atau justru nantinya RANPERP./\ in~ a;kan lemah karena sudah ada . . . 



- 6 - ... · .. ; 

peraturan yang lebih tinggi yaitu Undan;-Undang yang 

mengatumya sesuai asas Lex Superior derogatlegi Inferior? 

2. Dalam konsep kehidupan kita di Minangkabau memang dinyatakan 

bahwa anak dipangku, kamanakan dibimbiang. Namun ungkapan 
I 

adat tersebut padci saat ini bagi keluarga Minang sudah jarang 

diterapkan. Untuk itu kami menghimbau Saudara Gubernur beserta 

LI<AAM Sumbar dan Bundo Kanduan ;r agar kita bis a kembali 

menyosialisasikan dan mengaj~k masyaral<at kita agar menerapkan 
' 

tanggung j awab terhadap anak dan kemenakan yang tidak bis a 

dilepaskan dari seorang laki-laki Minangkabau yang sejati. 

3. Dalam memberikan perlindungan atau mendi~ik anak memang 

kadang-kadang terjadi saling n\enyalahkan antara orang tua, guru, 

pemuka adat, terutama kalau anak tersebut sudah dikategorikan 

nakal. Apakah dalam RANPERDA ini bisa memperjelas antara 

fungsi-fungsi orang tua, guru, Jokoh masyarakat terhadap 

kelangsungan pendidikan anak s~ce.ra luas? Mohon penjelasan 
' ' ' 

Saudara Gubemur. 

4. Akhir-akhir ini di Sumatera B~rat juga sering kita membaca dan 

mendengar di media massa sudah sering terjadi tindakan 

kekerasan terhadap perempuan bail< yang terjadi dalam keluarga 

ataupun yang dilakukan oleh orang lain bahkan ada yang sampai 

meninggal dunia. Be9itu pun tindakan-tindakan asusila yang 

dilakukan terhadap anak oleh orang dewasa sering pula terjadi. 

Menurut hemat kami dari Fraksi Partai OOLI<AR tindakan tersebut 

I 
1 . 

: · .. , 

. ' ' 
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terjadi karena m.akin kurangny'a pengamalan agama dan adat bagi 

masyarakat kita. Kami mohon penjelasan apakah dengan adanya 

RANPERDA ini kejadian-kejadian negatif terhadap perempuan dan 

anak akan dapat berkurang? 

Pimpinan, Saudara Gubernur, dan Hadiri11 yang berbahagia, . 

C. RANPERDA Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Lain. 

Mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi 1<:Jn"'.i sampaikan seba1gai berikut: 

1. Dengan dibentul<nya Sekretaria·~ Dewa11 Pengurus KORPRI Provinsi 

Sumatera Barat yang dikepalai oleh seorang Kepala Sekretariat 

dengan eselon II/b, Fraksi Partai GOLIQ.\R mengharapkan ini dapat 

memberikan dukungan operasional kepada Dewan Pengurus 

KORPRI Provinsi karena dari segi pembiayaan tidak akan 

terkendala lagi karena sudah langsung masuk APBD. Mo hon 
I 

penjelasan rencana rekruitmen dan' penempatan pegawai serta 

penganggaran Sekretariat KO;RPRI ini. 
I ' I , 

I ' ' I 

2. KORPRI sebagai wadah untul< menghimpun selu_ruh Pegawai 

Republik Indonesia tem1asuk P~gawai Negeri di Stimatera Barat ini 

diharapkan betul-betul difungsikan untuk meningkatkan 

perjuangan, pengabdian dan kesetiaan kepada cita-cita perjuangan 

bangsa dan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1946, bersifat 
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I 

de1nokratis, bebas, aktif, i prof~si~nal, netral, produktif dan 
, ' I , , 

bertanggung jawab. Kami garis har,ahi netralitas ini betul-betul 
' 

harus dijaga oleh Pengurus I dan Anggota KORPRI dimanapun 
I 

ditempatkan terutama dalarn n1enghadapi PEMILU Legislatif dan 

PEMILU Presiden yang akan datang. Saudara Gubernur beserta 
! 

jajaran hendaknya dapi1t mengawal dan menjaga netralitas KORPRI 

ini. Mohon penjelasan langkah-langkah apa yang akan dilakukan 

dalam rangka menjaga netralitas tersebut. 

Mengenai Pembentuka.n Organisasi dan Tata Kerja SE.:kretariat 
I 

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Fraksi Partai GOLKAR mohon 

penjelasan. Sejak berdirinya. KPID di Srnnatera Barat sampai sekarang 
I , 

masih belum mendapatkan statu~. yanig :jelas terutama perpanjangan 

masa jabatan keanggotaan dan pimpinan I<PID yang tidak terbatas 

waktunya. Untuk itu mohon penjelaslan langkah apa ya~g telah dan akan 

dilakukan oleh Saudara Gubernur dalant' rangka membenahi KPID ('nv, sv.-H?li·tt 

o. - · ~ ~ ~C..w~ ~~t{\.i .5~J:.n· {c:.f f9 Y · 
Sumatsra Barat. r.,,e,kr'rlM W\f.1r""'"~°' 'f, ~~"":,,. 11c fo.,..•r,:,. .r~· (CfCQ di~b:~ 
SI.I#-~ "" ~tc-.'k""" ..r11. ... '(< ~ ~ ,~~c; ~f""'{ . I ' 
~ ')l?l'i.C ~""IIV\, ~c...S<-l....-..... ~~t ~..t ,411,\" , 

Seianjutnya mengenai Pembentul<an Organisasi dan Tata Kerja . 

Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

Provinsi Sumatera Barat, Fraksi Partai GOLK.AR mohon penjelas:m 

Saudara Gubernur bahwa dengan dibent~<nya Bakorluh ini yang Ketua 

Harian-nya ditetapkan Sekretaris Daerah apakah tugas-tugas penyuluhan 

tersebut bisa efektif mengingat tu~as-tu!ga~ Sekda sudah cukup banyak 

yang sifatnya tugas-tugas ad;ministratif sedangkan tugas penyuluhan ini 

akan lebih banyak di lapang'an. Mohon penjelasan jug~ tentang jumlah 



penyuluh yang aktif sampai sekarang di setiap dinas dan pembinaannya 

yang dilakukan selama ini agar para petani mendapatkan manfaat dari 
I 

keberadaan penyuluh. 

Saudara Gubernur, Pimpinan dan H'adirin yang Jcami hormati 
I 

Demikianlah Pemandangan Uflum Fraksi Partai GOLK.AR ini kami .• ,, 1, 

sampaikan. Kami yang menyampaikan mohon maaf apabila dalam 
I 

penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidal< pada 

tempatnya. Terima kasih. 
i 
I 

Wabillahitau.iq wal hidaya.b., Wassalamu'alailmm Wr. Wb. 

Padang, 16 September 2013 

FRAKSI PART.lU GbLIG\R 
DPRD PROVINS! SUMATERA BAR.AT 

Ketua, Sekretaris, 

; 

H. YULMAN HA.DI, SE,SIP,MM : H. SAID.AL MASFIYUDDIN, SH 

i~~ 

Dra. SITTI IZ~ AZIZ 

I 

·, . t'-
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FRAKSIPARTAIHANURA 
----··------------­

'PEMA.NDANGAN UMUM 

FRAKSI PARTAI HANURA DP'D PROV. SUMBAR 
I 

I 
I 

1 I 1 

TERHADAP 
I 

1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR. 

2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK. 

3. PEMBENTUl<AN ORGANISASI DAN TATA KERJA 

LEMBAGA LAIN. 

I 

SENIN., 16 September 2013 
I 

l)ibacakan bl~h 
I , 

I '. 

H. DEDY ED~ARO, SE, MM ·-.:_ 

1 



• i 
r' 
l 
I ; 

Yth. Sdr. 

BismillahhirahmanJrahim, 
! ' 
I 

Assalam,/&laikutn Wr. Wb 
' I 

• Gubernur dan Wakil Gubernl1r Sumatera Barat 

• l<etua, wakil ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. 

• Forkopimda , l<etua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama 
Provinsi Sumatera Barat. 

I 
• Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Badan, Dinas, l<antor 

dilingkungan Pemerintah Provinsi Sun,atera Barat. 

• l<epala BPI< RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. 

• Pimpinan BUMN / BUMD Provihsi Sumatera Barat. 
' 

• Rekan Wartawan, Undangan da·n hadirin!yang berbahagia. 

Oengan segala kerendahan hatl marilah kita persembahkan puji dan syukur 

ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya, hari ini kita hadir di 

gedung dewan ini dalam rangka penyampaikan Pandangan Umum Fraksi 

terhadap 3 (tiga) Rancangan Perda terhadap: 

1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 
' . 

2. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN 

I 

2 



Shalawat beriring salam, kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar 

Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk serta bimbingan kepada 

umatnya dalam mengarungi kehidupan di durhia dan menghadapi kehidupan di 

akhirat hingga kita menjadi makin taqwa. i Allahumma Salli 'Allc:i Sayyidina 
' 

, I ' 

Muhammad, Wa 'Alla Ali Sayyldina Muhamr17ad
1

• 

' ' 

Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan Dewan djn Hadfrfn yang kami ,Mulia 

i 

Sumber air di provlnsi Sumatera Barat pada umumnya berasal dari daerah 
! 

pegunungan dan danau, dan terdapat 5 (lima) danau di Sumatera Barat yaitu : 

a. Danau Singkarak terletak di Kabl1p~ten S01ok dan Tanah Datar 

b. Danau Maninjau terletak di l<ab. Agam 

c. Danau Diatas terletak di l<ab.Solok 

d. Danau Dibawah terletak di l<ab. Solok 

e. Danau Talang terletak di Kab. Solok 

: ! I 

Disamping itu juga terdapat 254 sungai yan$ sebahagian bermuara ke Samudera 
i 

Hindia di pantai barat dan sebahagiannya lagi bermuara ke pantai timur Pulau 

Sumatera. 

Permasalahan dalam pengelolaan Sumbe Daya Air pada dasarnya meliputi itga 

aspek utama yaitu : 

a. l<elebihan air 

b. l<ekurangan air 

c. Pencemaran air 

3 



Besarnya potensi sumber daya air di Provinsi Sumatera Barat baik untuk 

sumber daya ai rperrhukaan, maupun untuk sumber daya air bawah tanah 

ternyata belum dapat dimanfaatkan untL1k kepentingan pembangunan 

ekonomi masyarakat Sumatern Barat secara maksimal selama ini. 

Sejalan dengan pertumbuhan Jumlah pen
1

duduk serta semakin pesatnya 
i 

pembangunan di berbagai sektor, maka : tuntutan masyarakat terhadap 
I 

penggunaan sumber daya air juga terus berkembang. Pengelolaan suber daya 

air merupakan kerangka dasar · dalam · merencanakan, melaksanakan, 

mementau dan mengevaluasi e~iatan konservasi sumber daya air, 

pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya air rusak. 

Di era globalisasi sekarang ini, banyak terjadinya berbagai macam kejahatan 

tidal< terkecuali juga kejahatan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban 

tindak pidana lain sebagai korban perdagangan, perbudakan maupun 

eksploitasi seksual lalnnya. 

Perempuan termasuk kelompok yang rentan dan cenderung mengalaml 
I 

kekerasan sehingga perlu mendapatkan .pe~liridungan yang optimal karena dari 
I 

I ' 

rahim seorang perempuan dlharapkan lahlrnya anak dan terbentuk keluarga, 
. I I 

masyarakat, bangsa dan negara yang qdil makmur.oleh karena itu pemer.uhan 

hak - hak konstitusional perempuan serta· peningkatan kualitas hidup 

perempuan merupakan salah satu urusan wajib menjadi tugas dan wewenang 

pemerintah daerah. 

4 

,, 
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Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni 

sejak dari janin dalam kandungan s~mpai anak berumur 18 tahun. Kewajiban 

memberikan perlindungan terhadap anak dida,sarkan pada asas - asas berikut : 

a. Non diskriminasi 

b. l<epentingan yang terbaik bagi anal< 
; 

c. Hak untuk hidup, kelangsLingan hidup, dan perkembangan 

d. Penghargaan terhadap pendapat anak 

Dalam melakukan pembinaan dan perHndungin terhadap anak dan peremp~an 
I 

perlu peranan pemerintah dan masyarakat ; balk melalui perlindungan anak, 
I I i . . . 

lembaga perlindungan perempuan, ; lembaga keagamaan, lembaga s~adaya 
' . I 

masyarakat,organisasl kemasyarakatan
1 

orga~isasi sosial, ?unia usaha, media 

massa atau lembaga pendidlkan lalnnya~ 

Undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan undang - undang 

nomor 12 tahun 2008 tentang erubahan kedua atas undang - undang nomor 32 

tahun 2004 tentang pemerintc1han daerah menyatakan bahwa dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat undang - undang 
I 

dasar negara Republik Indonesia 1945, pe1merintah daerah mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahar me~ur~t asas otonomi daerah. 
I . ' 
: ' I . . I , 

Sesuai dengan ketentuan pasal 45 peraturan pemerlntah Nomor 41 tahun 2007 

tentang organlsasi perangkat daerah ypng menyatakan bahwa dalam rangka 

melaksanakan tugas dan fungsl sebagai pelak~ana.an peraturan perundang -

undangan dan tugas pemerintahan umum lair,nya, pemerintah daerah dapat 

membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daer&h. 

s 

i . ! 

i 
' '· ! 

! 
( 

I 
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Sdr. Gubernur, Sdr. Pimpinan dan Hadirin yanJ l<ami Mulia 
I 
I' 

! . 

Berdasarkan Nota Penjelasan G4bernur ~an Naskah Akademis Rancangan 
! i I 

Peraturan Daerah Provlnsi Sumatera Barat'Tent~ng : 

1. PENGELOLAAN.SUMBER DAYA Alh 
2. PERLINDUNGAN PEREMPIJAN DAN ANAK 1 

3. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN 

kami dari Fraksi Partai Hanura menyampaikan beberapa hal yang kami anggap 

penting untuk dapat menjadi perhatian bagi Pemprov Sumatera Bara'( antara lain 

sebagai berikut: 

1. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 
: I I 

l<ami Fraksi Partai Hanura DPRD Prov. Sumba.r menyampaikan beberapa saran dan 

pertanyaan sebelum dilakukan pembahasan yang lebih lanjut antara lain sebagai 

berikut : ! 

1. l<erusakan daerah tangkapan air yang ~erJadl pada beberapa daerah di 

Provinsi Sumatera Bc1rat yang di sebabkan oleh penebangan liar 

diharapkan blsa dijaC:ikan pembelajaran bagi pemprov untuk lebih 
~. 

serius mengatasi permasalahan pengelolaan sumber daya air ini. Dalam } 

hal pemberian perizinan c;lalam pengelolaan sumber daya air .. untuk itu 

kami minta pemerintah memberikan
1
satu acuan yang jelas, hukum dan 

I 

peraturannya agar izin yang diberikan:tidak berdampak pada lingkungan 

sekitar. 

6 



' 
• I 

2. Perlindungan dan pelestarian sumber air harus diatur dan dipertegas 

alam aturan dan perundang - undangan yang akan disusun, sehingga 

sumber air dapat selalu dijaga kelertariannya dari berbagai macam 

bentuk hal yang akan rnerusak sumber air tersebut.Kita masih melihat 

di sejumlah kawasan di daerah Sumbar yang su,,gainya tercemar oleh 

berbagai macam limbah pabrik maupun limbah dari rumah tanggrJ yang 

secara tidak langsung sangat ljllempengaruhi ekosistem dalam sungai 
I 

tersebut, yang sebagai,mana k1ta ketahui sebahagian dari masyarakat 
i 

menggantungkan kehidupannya pada sungai yaitu sebagai tempat 

untuk mencari ikan dan berbagal macam hasil sungai yang merupakan 

penunjang ekonomi mereka.Kaml dari Fraksl partal Hanura m~nanya~an 

bagaimana tanggapan saudara gubernur tentang sungai yang tercemar 
' 

tersebut mengingat sungal adalah tempat penunjang ekonomi 

masyarakat sekitar dan hal ini telJh terjadi cukup lama. Mohon 

tanggapan? Dan kami juga meminta bagaimana tanggapan dan langkah 

- langkah penyelesaian dari saudara gLtbernur terhadap permasalahan 

ini? 
! 
' 

3. Disamping menetapkan tentang tata cara ;:>engelolaan air demi menjaga 

kelestarian sumber air dan lingkungan,. Kami juga dari Fraksi Hanura 

melihat sebuah kebijakan pemerintah yang tumpang tindih selama ini, 

yakni tentang izin tata lingkungan, dan tata ruang dalam pemanfataan 

lahan2 tertentu yang niestinya ,harus menjadi prioritas bagi daerah 

resevatoir air untuk menjaga kelangsungan sumber kelestarian air. 
. I 

Tetapi justru banyak dibangun isebagai daerah hunian dan 

I 
I 

I 
7 I I 

I, 

I 

I 
!:I 
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pengembangan perumahan atau menjadi daerah kawasan terbuka tidak 

hijau, karena itu kami mohon kesedian pemprov kedepan untuk dapat 
. ' 

lebih memperjelas daE?rah-daerah yang berpotensi untuk resevatoir air 

untuk tidak dijadikan sebagai kawasan hunian kedepan.Mohon 

penjelasan?· 

I 
I 

4. l<ami dari Fraksi Partai Hanura be(harap dengan adanya Ranperda 
. I 

tentang pengelolaan air inl, pemprov! sumatera barat hendaknya benar 
' I 

- benar dapat mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya 
i 

air dengan serius dan bail<, termasuk dalam hal tata cara penggunanya, 

Sebab kita tahu bahwa air adalah sumber utama kehidupan manusia, 

karena itu dalam Ra1,1perda yang akan dibuat ini, kami dari Fraksi 

Hanura menyampaikan saran, agar Ranperda tentang Pengelolaan 

sumber daya air ini, betul-betul menjadi perda yang serius, bahkan bagi 

para pelanggar, nantlnya dapat dikenakan sanksi yang berat. 

2. PERLINDUNGAN P.EREMPlJAN DAN ANA~ 

1. 

2. 

I ' 

Perllndungan terhadap perempuan dan anak sebelumnya telah di atur 
! I ! 

dalam undang - undang di tirgkat nasional. Dan jikapun ranperda ini di 

bentuk kembali kami harapkal muatannya dapat ~enampung seluruh 

kebutuhan perlindungan hukutn bagi perempuan dan anak dari segala 

bentuk kekerasan. 

·' 1 

l<ekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang sangat 

meresahkan masyarakat, untuk itu pemerintah berkewajiban untuk 

8 
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i 

I 
l 

I 
! 
l 
l 
1 
f 
I 

) 
'\ 
i 

·l 
l 
1 

I 
·,, 



I 

7. Bagaimana dengan keberadaa.n anggota dari Sadan l(oordinasi Penyuluh 

Pertanian, Perikanan d,:in l<ehutanan Provinsi Sumatera Barat ini apakah 

ada di setiap kabupaten dan kota? Bagaimana dengan status 

kepegawaiannya dan berapa banyal< jumlah penyuluh ini yang ada di 

SUM BAR. Mohon penjelasan? 

Sebagai implementasi dan resprentasi; dari masyarakat Sumatera Barat, 
' ! l 

kami dari Fraksi Partai t,anura sangat: mengharapkan sekali peningkatan kinerja 

pemerintah daerah untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

sehingga tercapalnya tujuan pembaniunan dalam mewuJudkan masyarakat 

Sumatera Barat yang sejahtera. 

Dalam pelaksanaannya Fraksi Partai Hanura tetap mengawal dan mengawasi 

seluruh program kegiatan yang akan dllaksanakan oleh pemerintah daerah 

sehingga program - program teisebut bermanfaat dan menyentuh bagi seluruh 

lapisan masyarakat dan bagi pemerintah dae1ah program - program tersebut 
I 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum m~upun secara moral. 
i 

i 
: i 
I : 

Demikianlah Pandangan Umurn Fraksil Partal HANURA DPRD Provinsi Sumatera 

Barat ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi perhatian Saudara Gubernur 

sebelumnya kami ucapkan terimc1 kasih. Mohon rnaaf atas segala kekurangan dan 

kekhilafan. Semoga Allah SWT melindungi l<ita semua. Amin Ya Rabbal Alamin. 
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WABILLAHI TAUFIG WALHIDAYAH, 

WASSALAMMUALAIKUM WARAHMAl'~LLAHI WABARAKAT~. 

Padang, 16 September 2013 

KETUA SEKRETARIS 

Ors. H. MARUS, MM H. DEDY EDZt.. MM 

PE NASE HAT : H. M. TAUI-IID, S.IP 

H. SUNARNO GANI, SH 
i 

l<ETUA : Ors. H. MARUS, fv'lM 

SEl<RETARIS : H. DEDY EDWAR9, SE, MM 

BENDAHARA : H. HASWAN, BE : 


